Pelaksanaan rescheduling pembiayaan bermasalah di KSPPS  BMT Walisongo Mijen Semarang relevansinya dengan fatwa no. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan murabahah by Aswati, Hajar
0 
 
PELAKSANAAN RESCHEDULING PEMBIAYAAN BERMASALAH DI 
KSPPS BMT WALISONGO MIJEN SEMARANG RELEVANSINYA 
DENGAN FATWA NO.48/DSN-MUI/II/2005 TENTANG PENJADWALAN 
KEMBALI TAGIHAN MURABAHAH 
SKRIPSI 
Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat 
Guna Memperoleh Derajat Sarjana Strata 1  
Dalam Ilmu Syari’ah (Hukum Ekonomi Syariah) 
 
 
Disusun oleh: 
HAJAR ASWATI 
132311069 
 
 
JURUSAN MUAMALAH 
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM 
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO 
SEMARANG 
2017 
 ii 
 
 
  
 
 
 
iii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 iv 
 
MOTTO 
 
 َلَِإ ٌةَرِظَن َف ٍةَرْسُع وُذ َناَك ْنِإَو ٌر ْ يَخ اوُق َّدَصَت ْنَأَو ٍةَرَسْيَم
 َنوُمَلْع َت ْمُتْنُك ْنِإ ْمُكَل 
“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam 
kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai 
dia memperoleh kelapangan. Dan jika 
menyedekahkan (sebagian atau semua hutang), 
itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” 
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  َ  = a    ت ت  ك  kataba     ا... = ā    لب ق  qāla 
No Arab Latin 
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18 ع ‘ 
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20 ف F 
21 ق Q 
22 ك K 
23 ل L 
24 م M 
25 ن N 
26 و W 
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29 ي Y 
   
No Arab Latin 
1 ا Tidak dilambangkan 
2 ة B 
3 ت T 
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5 ج J 
6 ح ḥ 
7 خ Kh 
8 د D 
9 ذ Ż 
10 ر R 
11 ز Z 
12 س S 
13 ش Sy 
14 ص ṣ 
15 ض ḍ 
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Abstrak 
Penjadwalan kembali (Rescheduling), yaitu perubahan jadwal 
pembayaran kewajiban anggota atau jangka waktunya. Pelaksanaan 
rescheduling di BMT Walisongo mempermudah anggota menyelesaikan 
kewajibannya, tetapi pelaksanaan rescheduling  di BMT Walisongo 
menyimpang pada Fatwa MUI tentang penjadwalan kembali Tagihan 
murabahah. 
Pokok permasalahan dari uraian di atas adalah Bagaimana pelaksanaan 
rescheduling pada pembiayaan bermasalah di BMT Walisongo Mijen Semarang 
? dan Bagaimana analisis hukum islam terhadap pelaksanaan rescheduling pada 
pembiayaan bermasalah di BMT Walisongo Mijen Semarang ?. 
Menjawab permasalahan di atas terkait pelaksanaan rescheduling di BMT 
Walisongo Mijen Semarang. Dalam skripsi ini metode pengumpulan data yang 
di gunakan yaitu metode wawancara dan dokumentasi. Jenis penelitian yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). 
Sumber data dalam penelitian ini ada dua, yaitu data primer dan data skunder, 
setelah semua data terkumpul penulis menganalisis dengan menggunakan 
metode deskriftif analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. 
Dari hasil penelitian menunjukan bahwa Pelaksanaan Rescheduling di 
BMT Walisongo membantu anggota dalam menyelesaikan pembiayaannya yang 
bermasalah. Dan pelaksanaan rescheduling di BMT Walisongo belum sesuai 
dengan Fatwa NO.48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan 
murabahah. Karena pada poin satu dalam fatwa bahwa BMT tidak boleh 
menambah jumlah tagihan yang tersisa, tapi setelah di rescheduling secara tidak 
langsung ada tambahan jumlah sisa tagihan pokok. 
 
 
 
 
Kata kunci: Rescheduling, murabahah, KSPPS BMT Walisongo Mijen 
Semaran 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Lembaga Keuangan Syari'ah adalah sebuah lembaga keuangan 
yang prinsip operasinya berdasarkan pada prinsip-prinsip syari'ah 
Islamiah. Dalam operasionalnya lembaga keuangan Islam harus terhindar 
dari riba, gharar dan maisir.
1
 
Tujuan didirikannya lembaga keuangan Syariah yaitu untuk 
mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, 
syariah dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta 
bisnis yang terkait. Adapun yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah 
prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan 
fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam 
penetapan fatwa di bidang syariah. Prinsip syariah yang dianut oleh 
lembaga keuangan syariah dilandasi oleh nilai-nilai keadilan, 
kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan.
2
 
Lembaga keungan syariah dibagi menjadi dua, yaitu lembaga 
keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank. Lembaga keuangan bank 
adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan dengan 
menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 
menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau 
                                                          
1
 Thamrin Abdullah.Bank dan Lembaga Keuangan. (Jakarta : PT Rajawali Pers, 2013). 
Hlm. 15 
2
Andri Soemitra, Bank & Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana,2009), hlm. 35-
36 
2 
 
pembiayaan. Lembaga keuangan bank diatur dalam Undang-Undang No. 7 
Tahun 1992 tentang perbankan juncto Undang-Undang  No. 10 Tahun 
1998 Tentang perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang 
perbankan dan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank 
Indonesia juncto Undang-Undang No.3 Tahun 2004 tentang bank 
Indonesia. Dan untuk perbankan syariah diatur dalam Undang – undang  
No. 21 Tahun 2008. Adapun lembaga keuangan nonbank adalah badan 
usaha yang melakukan kegitan usaha di bidang keuangan yang secara 
langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan 
mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya kepada masyarakat 
guna membiayai investasi perusahaan.
3
 
Sistem keuangan di Indonesia dilaksanakan dengan dual sistem, 
yaitu konvensional dan syariah. Dari sisi pemenuhan prinsip syariah, 
diawasi oleh Dewan Syariah Nasional MUI, sedangkan secara 
kelembagaan pada lembaga keuangan yang beroperasi sesuai syariah, 
otoritas jasa keuangan (OJK) melakukan pengawasan dari sisi 
operasionalnya. Disamping itu, untuk menengahi persengketaan yang 
terjadi pada lembaga keuangan syariah ada Badan Arbitrasi Syariah 
Nasional. Sebelum OJK dibentuk pengawasan jasa keuangan di industri 
pasar modal dan industri keuangan nonbank dilakukan oleh Bapepam-LK, 
dan industri perbankan diawasi oleh Bank Indonesia.Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, OJK 
                                                          
3
Mardani, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia, (Jakarta: 
Prenadamedia Group,2015), hlm. 2 
3 
 
memiliki tugas untuk melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan 
Lembaga Keuangan Mikro.
4
 
Dalam bidang pengawasan OJK berwenang untuk melakukan 
pengawasan dengan memberikan perlindungan kepada konsumen sektor 
perbankan, Pasar Modal dan lembaga keuangan nonbank, memberikan 
dan/ atau mencabut izin usaha dan pengesahan, persetujuan dan penetapan 
pembubaran, memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan 
dan menunjuk pengelola Statuter, serta menetapkan sanksi administrasi.
5
 
Fungsi dan peran lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan 
nonbank diantaranya memenuhi kebutuhan masyarakat akan dana sebagai 
sarana untuk melakukan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-
prinsip syariah. Misalnya mengonsumsi suatu barang, tambahan modal 
kerja, mendapatkan manfaat atau nilai guna suatu barang, atau bahkan 
permodalan awal bagi seseorang yang mempunyai usaha prospektif namun 
padanya tidak memiliki permodalan yang memadai.
6
 
Dalam aktivitas pelayanan kepada masyarakat BMT menawarkan 
produk-produk yang sesuai dengan ketentuan syariah, baik berupa 
pembiayaan maupun tabungan/simpanan maupun layanan lainnya. 
Pembiayaan merupakan aktivitas yang sangat penting karena dengan 
pembiayaan akan diperoleh sumber pendapatan utama yang menjadi 
penunjang kelangsungan usaha BMT. Oleh karena itu, pengelolaan 
                                                          
4
Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah,edisi 2,(Jakarta: kencana, cet. 
Ke-7, 2017),hlm.37 
5
Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah,  hlm. 38 
6
Mardani,Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia, Prenadamedia 
Group,hlm.5 
4 
 
pembiayaan harus dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga tidak akan 
menimbulkan permasalahan yang berakibat berhentinya usaha BMT. Dana 
yang dimiliki BMT selayaknya disalurkan secara produktif dengan 
memperhatikan kaidah-kaidah syariah Islam, menguntungkan, aman dan 
lancar.
7
 
Pembiayaan yang dilakukan oleh BMT berdasarkan tujuan 
penggunaannya yaitu pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi, dan 
pembiayaan konsumtif. Akad-akad yang digunakan dalam aplikasi 
pembiayaan tersebut sangat bervariasi, diantaranya pembiayaan jual beli 
berdasarkan prinsip (murabahah ,istishna, dan salam), pembiayaan bagi 
hasil berdasarkan prinsip (mudharabah dan musyarakah), atau 
pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip (ijarah, qardh dan rahn).
8
 
Dalam memberikan pembiayaan, BMT berharap bahwa 
pembiayaan tersebut berjalan dengan lancar, anggota mematuhi apa yang 
telah disepakati dalam perjanjian dan membayar lunas bilamana jatuh 
tempo. Akan tetapi, dalam jangka waktu pembiayaan bisa jadi anggota 
mengalami kesulitan dalam pembayaran yang berakibat kerugian bagi 
BMT.
9
 
Resiko yang dihadapi oleh lembaga keuangan paling dominan 
adalah resiko pembiayaan. Resiko pembiayaan adalah resiko yang timbul 
sebagai akibat kegagalan pihak yang diberi pembiayaan dalam memenuhi 
                                                          
7
Widiyanto, et al, BMT Praktik dan Kasus, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 53-54 
8
Widiyanto, et al.BMT Praktik dan Kasus, hlm.55 
9
Trisadini P. Usanti, Abd. Shomad, Transaksi Bank Syariah,(Jakarta: Bumi Aksara, cet. 
Ke-1,3013), hlm.108 
5 
 
kewajibannya. Pembiayaan bermasalah yaitu pembiayaan yang terdapat 
tunggakan angsuran pokok dan atau bagi hasil/ margin.
10
 
Untuk mengatasi resiko pembiayaan biasanya lembaga keuangan 
melakukan penyelamatan pembiayaan bermasalah. Penyelamatan 
pembiayaan (restrukturisasi pembiayaan) adalah upaya yang dilakukan 
bank atau lembaga keuangan syariah dalam mengatasi pembiayaan 
bermasalah, dan juga untuk membantu anggota agar dapat menyelesaikan 
kewajibannya. Antara lain melalui penjadwalan kembali (rescheduling), 
yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban anggota atau jangka 
waktunya. Persyaratan kembali (reconditioning), yaitu perubahan sebagian 
atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok 
kewajiban anggota yang harus dibayarkan kepada BMT. Dan penataan 
kembali (restructuring), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan.
11
 
Penjadwalan kembali (rescheduling) dalam pembiayaan 
Murabahah diatur di dalam Fatwa DSN MUI NO.48/DSN-MUI/II/2005 
tentang penjadwalan kembali tagihan murabahah, dimana pihak BMT 
dapat melakukan penjadwalan kembali (rescheduling) tagihan murabahah 
bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan atau melunasi pembiayaanya 
sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati dengan ketentuan: 
1. Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa, 
2. Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya 
riil, dan 
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Widiyanto, et al.BMT Praktik dan Kasus, hlm. 95 
11
Wangsa Widjaja Z., Pembiayaan Bank Syariah,(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 
2012), hlm.447 
6 
 
3. Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua 
belah pihak.
12
 
BMT Walisongo Mijen Semarang dalam menjalankan usahanya tidak 
dapat dipisahkan dari konsep-konsep syariah yang mengatur produk dan 
operasionalnya. Konsep syariah akan selalu dijadikan pijakan dalam 
mengembangkan produk lembaga keuangan syariah. Pada sistem operasi 
lembaga keuangan syariah pemilik dana dalam menanamkan modalnya di 
BMT tidak dengan motif mendapatkan bunga, tapi dalam rangka 
mendapatkan keuntungan bagi hasil. Dana anggota tersebut disalurkan 
kepada mereka yang membutuhkan (misalnya modal usaha) dengan 
perjanjian pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. 
Dalam BMT Walisongo Mijen Semarang produk yang paling dominan 
yaitu produk penyaluran dana, diantaranya yaitu pembiayaan murabahah. 
Dalam setiap pembiayaan di BMT  ini terdapat berbagai resiko, walaupun 
sebelum diadakan pembiayaan telah lebih dahulu diadakan analisis. 
Resisko yang biasa muncul dalam pembiayaan murabahah adalah resiko 
yang terkait dengan pembayaran. Ketika dalam mengangsur kepada BMT 
anggota bisa saja tidak membayar kepada BMT sesuai dengan jangka 
waktu yang telah disepakati atau dengan kata lain anggota tidak bisa 
melunasi pembayarannya ketika jatuh tempo yang disebut wanprestasi. 
Penyebab terjadinya wanprestasi disebabkan oleh beberapa faktor yaitu 
karena sengaja atau benar-benar tidak mampu membayar. 
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Fatwa DSN NO.48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali tagihan Murabahah 
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Untuk mengatasi resiko pembiayaan akibat dari wanprestasi anggota 
tersebut, BMT dapat melaksanakan langkah-langkah supaya modal pokok 
yang dikeluarkan bisa kembali lagi. Salah satu langkah yang ditempuh 
oleh BMT Walisongo dalam menangani pembiayaan yang bermasalah 
agar pembiayaan yang dikeluarkannya dapat kembali dengan melakukan 
penyelamatan pembiayaan bermasalah. 
BMT Walisongo Mijen Semarang dalam melaksanakan rescheduling 
ini juga berpedoman pada fatwa MUI tentang penjadwalan kembali 
tagihan murabahah. Upaya yang dilakukan BMT agar tetap konsisten pada 
fatwa MUI yaitu dengan mengingatkan para anggota agar tetap tertib 
dalam menjalankan kewajibannya setiap bulan. 
Di BMT Walisongo Mijen Semarang dalam melakukan Rescheduling 
terhadap Anggota yang bermasalah melihat terlebih dahulu alasan 
mengapa anggota melakukan wanprestasi. Hal tersebut dilakukan karena 
pihak BMT  Walisongo  menilai  bahwa  anggota  benar-benar  mengalami  
kesulitan keuangan.  Namun  pihak  BMT  Walisongo  Semarang  tidak  
membebaskan keuntungan (margin)  kepada  debitur.  anggota  tetap  
membayar  keuntungan (margin) tetapi jumlahnya diperkecil. Upaya 
penyelamatan pembiayaan dengan  reconditioning  ini, bertujuan  untuk  
menyesuaikan  kemampuan  membayar dengan  kondisi yang terjangkau 
oleh si anggota. Tetapi dalam pelaksanaan rescheduling di BMT 
Walisongo secaratidak langsung ada kelebihan dalam pengembalian sisa 
tagihan pokok, yang mana tidak sesuai dengan fatwa DSN MUI 
8 
 
NO.48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan 
murabahah pada poin pertama bahwa lembaga keuangan boleh melakukan 
penjadwalan kembali dengan tidak menambah sisa tagihan pokok. 
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk 
mengkaji lebih lanjut mengenai penerapan Fatwa DSN MUI NO.48/DSN-
MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan murabahah, agar 
memperoleh gambaran tentang kebijakan-kebijakan dari BMT tersebut 
dalam menangani pembiayaan bermasalah, khususnya di BMT Walisongo 
Mijen Semarang. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian dengan judul “Pelaksanaan resceduling pembiayaan bermasalah 
di BMT Walisongo Mijen Semarang relevansinya dengan Fatwa NO. 
48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan murabahah.” 
B. Rumusan Masalah 
Dari latar belakang diatas penulis dapat meruskan masalah sebagai 
berikut: 
1. Bagaimana pelaksanaan rescheduling pada pembiayaan bermasalah di 
BMT Walisongo Mijen Semarang ? 
2. Bagaimana analisis hukum islam terhadap pelaksanaan rescheduling 
pada pembiayaan bermasalah di BMT Walisongo Mijen Semarang ? 
C. Tujuan Penelitian 
Dilihat dari permasalahan yang di paparkan di atas, tujuan penelitian 
ini  dimaksudkan : 
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1. Untuk mengetahui pelaksanaan rescheduling pada pembiayaan 
bermasalah di BMT Walisongo Mijen Semarang. 
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan 
rescheduling pada pembiayaan bermasalah di BMT Walisongo Mijen 
Semarang. 
D. Telaah Pustaka 
Telaah pustaka yang penulis gunakan adalah berasal dari hasil 
penelitian yang membahas atau yang ada kaitannya dengan pokok 
permasalahan yang peneliti kemukakan di antaranya: 
Muhammad Nuur Rohmaan “Pelaksanaan Rescheduling dan 
Reconditioning terhadap Nasabah Wanprestasi pada Perjanjian 
Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia di BMT Bina Sejahtera 
Sleman”,Skripsi, Yogyakarta UIN Sunan Kalijaga, 2016. Dalam 
skripsinya menjelaskan tentang bagaimana cara menyelesaikan 
pembiayaan bermasalah dengan menggunakan cara rescheduling dan 
reconditionging.
13
 
Amalia Dewi, “Analisis Rescheduling &Reconditioning Piutang Mitra 
Binaan Untuk Meningkatkan Kinerja Keuangan PKBL di Perum Jasa Tirta I”, 
Journal Riset Mahasiswa Akuntansi (JRMA) Vol. 20 No. 20, 2015. 
Tulisan ini menjelaskantentang peran rescheduling dan reconditoning 
sebagai upaya penyelamatan kredit pada piutang mitra binaan. Dimana 
tindakan pemulihan pinjaman ini dilakukan untuk menjaga kolektibilitas 
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pinjaman Program Kemitraan tetap bagus dengan cara menyesuaikan 
kemampuan/kekuatan mitra binaan dalam mengangsur pinjamannya.
14
 
Durroh Abdur Rokhis, “Pelaksanaan Rescheduling terhadap 
Nasabah Wanprestasi pada Akad Murabahah(Studi di BRI Syariah cabang 
Yogyakarta)”, Skripsi, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2008.  Dalam 
skripsinya menjelaskan tentang bagaimana pelaksanaan Rescheduling 
terhadap nasabah wanprestasi di Bank BRI Syariah cabang Yogyakarta.
15
 
Ahmad Maulidizen, “Penjadwalan Ulang Pembiayaan Mikro 
Murabahah di Bank Syariah Mandiri cabang Dumai Propinsi Riau”, Jurnal 
Ilmiah ISLAM FUTURA Vol. 17. No. 1, Agustus 2017. Menjelaskan 
tentang Penjadwalan ulang bertujuan memberikan keringanan kepada 
nasabah dalam angsuran pembiayaan  mikro murābaḥah. Nasabah  
berpeluang  memperoleh potongan  berupa  pengurangan  pembayaran 
angsuran.  Potongan  diberikan  kepada nasabah  bersandarkan  kepada  
ketetapan  dalaman  Bank  Syariah  Mandiri  Indonesia, tapi  bank  tidak  
memberikan  kepastian tentang  potongan  hutang  pembiayaan  mikro 
murābaḥah hanya  menyatakan  bahwa  dalam praktik  mereka  dapat  
memberikan potongan  atau  tidak  berdasarkan  ketetapan  dalaman  bank  
pada  saat  analisis kemampuan nasabah dalam membayar angsuran.
16
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Binti Nur Asiyah, “Source of Fund Pembiayaan Qard : Upaya 
Mewujudkan Keseimbangan antara Kesejahteraan dan Keadilan Sosial di 
Perbankan Syari’ah”, AHKAM (Jurnal Hukum Islam ) volume 1 No. 2 
Desember 2013. Menjelaskan mengenai pembiayaan Qard dimana Al-
Qard adalah pemberi harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau 
diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan harta tanpa 
mengharapkan imbalan , dijelaskan pula mengenai penerapan, sumber 
dananya dalam PerbankanSyari’ah, dan juga dampak pembiayaan 
Perbankan Syari’ah terhadap kesejahteraan.17 
Dapat digaris bawahi bahwa, dalam telaah pustaka ini secara sadar 
penulis mengakui betapa banyak peneliti yang telah melakukan kajian 
tentang berbagai hal yang berkaitan dengan Rescheduling. Namun 
demikian, skripsi yang sedang penulis bahas ini berbeda dari skripsi-
skripsi yang telah ada. Hal ini, dapat dilihat dari judul–judul skripsi yang 
telah ada. Meskipun mempunyai kesamaan tema, tetapi berbeda dari titik 
fokus pembahasannya. Bedanya di sini penulis fokus pada upaya BMT 
dalam pelaksanaan operasionalnya senantiasa berpedoman pada prinsip 
Syariah. Jadi apa yang sedang penulis bahas merupakan hal baru yang jauh 
dari upaya penjiplakan. Dimana penulis mengkaji atas pelaksanaan 
rescheduling relevansinya Fatwa DSN MUI NO. 48/DSN-MUI/II/2005. 
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E. Metode Penelitian 
Metodologi penelitian adalah suatu cara atau jalan yang  ditempuh  
dalam  mencari,  menggali,  mengolah  dan membahas  data  dalam suatu  
penelitian,  untuk  memperoleh  kembali  pemecahan tehadap 
permasalahan.
18
 Untuk  memperoleh  dan  membahas  data  dalam  
penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut : 
1. Jenis Penelitian  
Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) bila 
ditinjau dari tempat dilakukannya penelitian.Adapun ditinjau dari jenis 
penelitian hukum, penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif-
empiris yakni penelitian dengan pendekatan yang melihat suatu 
kenyataan hukum dimasyarakat serta aspek-aspek hukum dalam 
interaksi sosial di dalam masyarakat.
19
 
2. Sumber Data  
Ada dua bentuk  sumber data dalam penelitian yang akan dijadikan 
penulis sebagai pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan 
dalam penelitian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.  
a. Data Primer 
Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari 
sumber pertama.
20
Data primer diperoleh dari hasil wawancara 
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dengan pengurus BMT Walisongo Mijen Semarang dan anggota 
BMT Walisongo Mijen Semarang. 
b. Data Skunder 
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber 
kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan.Data 
sekunder, antara lain mencakup, dokumen-dokumen resmi, buku-
buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan 
sebagainya.
21
 Data skunder tersebut akan digunakan sebagai acuan 
dalam memahami pelaksanaan rescheduling di BMT Walisongo 
Mijen Semarang. 
3. Metode Pengumpulan Data  
a. Wawancara   
Teknik wawancara merupakan upaya menggali informasi 
dengan melakukan tanya jawab secara lisan terhadap individu-
individu yang nantinya akan dijawab dengan jawaban-jawaban 
yang lisan juga.
22
Dalam penulisan ini peneliti melakukan 
wawancara kepada pimpinan BMT Walisongo Mijen Semarang 
dan anggota yang melakukan akad murabahahdan anggota yang di 
Rescheduling. 
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b. Dokumentasi 
Dokumentasi ialah teknik pengumpulan data dengan 
mempelajari catatan-cataan mengenai data pribadi responden.
23
 
Dokumentasi dapat dilakukan dengan cara pengumpulan beberapa 
informasi tentang data dan fakta yang berhubungan dengan 
masalah dan tujuan penelitian, baik dari sumber dokumen yang 
dipublikasikan atau tidak dipublikasikan, buku-buku, jurnal ilmiah, 
koran, majalah, website, dan lain-lain. 
4. Analisis Data 
Untuk menganalisis data yang terkumpul, maka penulis 
menggunakan metode analisis kualitatif, dengan mengambil bentuk 
analisis deskripsi (deskriptif analitis), yaitu kegiatan menganalisis 
dengan cara menyajikan data secara sistematik sehingga dapat lebih 
mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Hal ini dimaksudkan agar 
kesimpulan yang diberikan selalu jelas dasar faktualnya sehingga 
semuanya dapat dikembalikan langsung pada data yang telah 
diperoleh. 
Adapun langkah-langkah dalam analisis data kualitatif meliputi: 
1. Reduksi data, yaitu memilah-milah data, kemudian disesuaikan 
dengan tujuan. Reduksi data di sini maksudnya peneliti memilah-
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milah data yang sesuai dengan pelaksanaan rescheduling di BMT 
Walisongo Mijen Semarang. 
2. Display data, yaitu digunakan untuk dapat melihat gambaran 
keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran 
keseluruhan. Dalam display data, penyajian data dapat dilakukan 
dalam bentuk matrik, diagram, bagan, maupun narasi; 
3. Analisis deskriptif normatif, analisis deskriptif yaitu 
mendeskripsikan pelaksanaan rescheduling yang ada di BMT 
Walisongo Mijen Semarang. Analisis normatif yaitu menganalisis 
keadaan objek yang seharusnya mengikuti suatu hukum Islam yang 
ada. 
4. Kesimpulan dan verifikasi, yaitu menyimpulkan hasil penelitian 
yang telah dilakukan mengenai pelaksanaan rescheduling di BMT 
Walisongo Mijen Semarang. 
F. Sistematika Penulisan 
Untuk mempermudah pembahasan dan memperoleh gambaran 
skripsi secara keseluruhan, maka disini akan penulis sampaikan 
sistematika penulisan skripsi secara global. Sehingga sesuai dengan 
petunjuk penulisan skripsi di Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang. 
Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 
BAB I  : Pendahuluan 
pada bab pertama penulis menguraikan mengenai latar 
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 
16 
 
telaah pustaka, metode penulisan skripsi dan sistematika 
penulisan skripsi. 
BAB II  : Tinjauan umum tentang pembiayaan bermasalah 
berdasrkan akad Murabahah dan Rescheduling  
Dalam bab ini  penulis akan mengemukakan tentang 
pengertian Rescheduling, Fatwa MUI mengenai 
penjadwalan kembali tagihan Murabahah, teori tentang 
pembiayaan berdasarkan akad murabahah, dan teori 
penyelesaian pembayaran hutang. 
BAB III : Gambaran umum BMT Walisongo Mijen Semarang 
Dalam bab ini penulis memaparkan tentang pelaksanaan 
rescheduling di BMT Walisongo Semarang. Untuk 
mengetahui lebih jelas tentang gambaran obyek penelitian 
pada bab ini dikemukakan sekilas mengenai sejarah singkat 
BMT, visi misi dan gambaran, struktur organisasi, produk 
dan jasa yang ditawarkan. Oleh karena itu yang dibahas dan 
dikaji dalam penelitian ini adalah rescheduling, maka pada 
bab ini dikemukakan tentang kebijakan-kebijakan BMT 
Walisongo Semarang dalam hal resheduling yang meliputi, 
pelaksanaan rescheduling terhadap nasabah yang 
bermasalah, syarat-syarat rescheduling, tujuan, analisis 
hukum Islam mengenai pelaksanaan rescheduling. 
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BAB IV : Analisis pelaksanaan Rescheduling pembiayaan 
bermasalah di BMT Walisongo Mijen Semarang 
Dalam bab penulis akan menjelaskan analisis hukum islam 
atas beberapa persoalan yang timbul dalam pelaksanaan 
rescheduling pada pembiayaan bermasalah di BMT 
Walisongo Semarang.  
BAB V : Penutup.  
Dalam bab ini merupakan rangkaian akhir dari penulisan 
skripsi yang meliputi kesimpulan, saran-saran dan penutup. 
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BAB II 
TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBIAYAAN BERDASARKAN AKAD 
MURABAHAH DAN RESCHEDULING 
A. Pembiayaan Berdasarkan Akad Murabahah 
1. Pengertian pembiayaan 
Pembiayaan secara luas, mempunyai arti financing atau 
pembelanjaaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung 
investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun 
dijalankan oleh orang lain. Secara terminologi, pembiayaan merupakan 
pendanaan baik aktif maupun pasif, yang dilakukan oleh lembaga 
pembiayaan kepada nasabah.
24
 
Yang dimaksud dengan pembiayaan, berdasarkarkan Pasal 1 butir 
25 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah penyediaan 
dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa, Transaksi bagi 
hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah, Transaksi sewa-
menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk Ijarah 
Muntahiyah bit Tamlik, Transaksi jual beli dalam bentuk piutang 
murabahah, salam, dan istisna‟, Transaksi pinjam meminjam dalam 
bentuk piutang qardh, dan Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk 
ijarah untuk transaksi multi jasa.
25
Pengertian lain dari pembiayaan, 
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 Faturrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah,ed. 1, 
(Jakarta: Sinar Grafika, cet. Ke-2, 2014), hlm.64-65 
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berdassarkan pasal 1 butir 12  UU No. 10 tahun 1998 jo. UU No. 7 Tahun 
1992 Tentang perbankan, adalah penyediaan uang atau tagihan atau yang 
dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan 
pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak 
meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu 
ditambah dengan sejumlah imbalan atau pembagian hasil.
26
 
2. Pembiayaan bermasalah 
Dalam berbagai peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia tidak 
dijumpai pengertian dari pembiayaan bermasalah. Begitu juga istilah Non 
Performing Financings (NPFs) untuk fasilitas pembiayaan maupun istilah 
non performing loan (NPL) untuk fasilitas kredit tidak dijumpai dalam 
peraturan-peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia. Namun dalam 
statistik perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan 
Syariag Bank Indonesia dapat dijumpai istilah Non Performing Financings 
(NPFs) yang diartikan sebagai pembiayaan non lancar mulai dari kurang 
lancar sampai dengan macet. 
Pembiayaan bermasalah tersebut,dari segi produktifitasnya 
(performance-nya) yaitu dalam kaitannya dengan kemampuannya 
menghasilkan pendapatan bagi bank, sudah berkurang/ menurun dan 
bahkan mungkin sudah tidak ada lagi. Bahkan dari segi bank, sudah tentu 
mengurangi pendapatan, memperbesar biaya pencadangan, yaitu PPAP 
(penyisihan penghapusan aktiva produktif), sedangkan dari segi nasional, 
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 Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), Yogyakarta: UII 
Press, 2004,hlm. 163 
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mengurangi kontribusinya terhadap pembangunan dan pertumbuhan 
ekonomi. 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembiayaan 
bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan 
kurang lancar, diragukan, dan macet.
27
 
Pembiayaan bermasalah dapat dikelompokkan dalam beberapa 
term kolektabilitas. Pembagian term kolektabilitas adalah sebagai 
berikut:
28
 
a. Pembiayaan lancar-kolektabilitas 1 
Adalah pembiayaan yang tidak mengalami penundaan pengembalian 
pokok pinjaman dan pembayaran margin atau bagi hasil. Terdapat 
tunggakan angsuran sampai dengan 3 bulan dan pembiayaan belum 
jatuh tempo. 
b. Pembiayaan kurang lancar – kolektabilitas 2 
Adalah pembiayaan pengembalian pokok dan pembayaran margin atau 
bagi hasil telah mengalami penundaan selama 4 bulan sampai dengan 6 
bulan dari waktu yang dijanjikan , dan terdapat tunggakan angsuran 
pembiayaan yang jatuh tempo sampai dengan 1 bulan setelah jatuh 
tempo. 
c. Pembiayaan diragukan – kolektabilitas 3 
Adalah pembiayaan yang pengembalian pokok pinjamannya dan 
pembayaran margin atau bagi hasilnya telah mengalami penundaan 
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28
Widiyanto,et al, BMT praktik dan kasus,  hlm 95-96 
 
21 
 
selama 7 bulan sampai dengan 12 bulan dari jadwal yang 
diperjanjikan. Dan terdapat tunggakan angsuran pembiayaan yang 
jatuh tempo sampai dengan 2 bulan setelah jatuh tempo. 
d. Pembiayaan macet – kolektabilitas 4 
Adalah pembiayaan yang pengembalian pokok pinjamannya dan 
pembayaran margin atau bagi hasilnya telah mengalami penundaan 
lebih dari 12 bulan dari jadwal yang diperjanjikan. Dan terdapat 
tungaakan angsuran pembiayaan yang telah melewati 2 bulan sete;ah 
jatuh tempo. 
3. Pengertian Murabahah 
Secara bahasa, murabahah berasal dari al-ribh, artinya profit atau 
laba. Dalam istilah syariah, para ahli telah menyampaikan beberpa definisi 
tentang murabahah, yang dapat disimpulkan sebagai jual beli dimana 
penjual memberi tahu harga pokok pembelian kepada pembeli dengan 
tambahan keuntungan yang telah ditetapkan dalam bentuk harga jual.
29
 
Secara terminologis, murabahah adalah pembiayaan saling 
menguntungkan yang dilakukan oleh shahibul mal  dengan pihak yang 
membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga 
pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan 
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keuntungan atau laba bagi shahibul mal  dan pengembaliannya dilakukan 
secara tunai atau angsur.
30
 
Murabahah adalah termasuk transaksi jual beli (bai‟). 
Pengertiandari bai’ adalah transaksi jual beli yang mewajibkan adanya 
penjual (al-bai‟), pembeli (al mustary) dan harga (tsaman). Dengan 
demikian pengertian bai’ murabahah adalah, jual beli barang dengan harga 
asal ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati.
31
 
Murabahah adalah pembiayaan dengan sistem jual beli dimana 
lembaga keuangan sebagai penjual, mitra sebagai pembeli. Penetapan 
harga jual kepada mitra adalah harga beli barang ditambah keuntungan 
lembaga keuangan. Besarnya keuntungan ditentukan oleh kebijakan intern 
lembaga keuangan. Setoran pembiayaan terdiri dari setoran pokok dan 
setoran margin keuntungan.
32
 
Murabahah menurut KHES adalah jual beli dimana penjual harus 
membayar sebagian atau seluruh harga barang yang telah disepakati 
spesifikasinya dan memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada 
pembeli.
33
Sedangkan berdasarkan Undang-undang perbankan syariah 
murabahah adalah akad suatu barang dengan menegaskan harga belinya 
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kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih 
sebagai keuntungan yang telah disepakati.
34
 
4. Landasan Hukum Jual Beli Murabahah 
a. Landasan Syariah  Jual Beli Murabahah 
Jual beli ini sebagai sebuah perbuatan hukum yang mempunyai 
konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak 
penjual kepada pihak pembeli mempunyai landasan hukum yang dapat 
kita jumpai dalam Al-Qur’an, Hadis, dan Ijma’ yaitu sebagai 
berikut:
35
 
1. Al-Qur’an 
Dasar hukum jual beli dapat kita jumpai dalam surat An-Nisa 
[4]:29 yang berbunyi : 
  ٍضاََشت ْٓ َػ ًحَسبَِجت َْ َُٛىت ْ َأ َِّلَا ًِ ِطَبجٌْ ِبث ُْ َُىٕ١َْث ُْ َُىٌا َٛ ِْ َأ اٍُُْٛوؤَت َلَ إُٛ َِ آ َٓ ٠ِزٌَّا َب ُّٙ٠َأ َب٠  ُْ ُىْٕ ِ  
 ُْ ُىَُغفْٔ َأ اٍُُٛتَْمت َلَ َٚ ب ًّ ١ِدَس ُْ ُِىث َْ بَو َ َّاللَّ َّْ ِا  
Artinya:  
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 
perniagaaan (jual beli)yang berlaku dengan suka sama suka 
diantara kamu”.36 
Kemudian dalam Surat Al-Baqarah [2]: 275 juga dikatakan bahwa 
 ُ َّاللَّ ًَّ ََدأ َٚة ِّشٌا ََ َّشَد َٚ  َغ١َْجٌْ ا  
Artinya: 
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“Allah menghalalkan jual beli dan menghalalkan riba”.37 
2. Hadis 
Kegiatan jual beli merupakan kegiatan yang sangat dianjurkan oleh 
Nabi Muhammad Saw. Sejak masa kecil Beliau telah ikut 
pamannya untuk melakukan perniagaan. Hadis tentang anjuran 
kegiatan jual beli yaitu: 
 ب ًِ بََؼط ٌذََدأ ًَ ََوأ ب َِ  :َيَبل َُ ٍََع َٚ  ِٗ ١ٍََْػ ُاللَّ ٍََٝص ِاللَّ ِي ْٛ ُعَس ْٓ َػ ,ُْٕٗ َػ ُاللَّ َٟ ِضَس َِ اَذْم ِّ ٌا ْٓ َػ
اًش١َْخ ,َُّظل .ِٖ َِذ٠ ًِ َّ َػ ْٓ ِ  ًُ ُْوَؤ٠ َْ بَو َُ َلََّغٌا ِٗ ١ٍََْػ َد ُٚ اَد ِاللَّ َٟ َِجٔ َّْ ِا َٚ  ,ِٖ َِذ٠ ًِ َّ َػ ْٓ ِ  ًَ ُْوَؤ٠ ْ َأ ْٓ ِ  
Artinya: 
“diriwayatkan dari Al-Miqdam r.a.: Nabi Saw. Pernah bersabda, 
tidak ada makanan yang lebih baik bagi seseorang kecuali 
makanan yang ia peroleh dari uang hasil keringatnya sendiri. Nabi 
Allah, Daud a.s., makan dari hasil kerjanya sendiri.”.38 
 
3. Ijma’ 
Para ulama telah bersepakat mengenai kehalalan jual beli sebagai 
transaksi riil yang sangat dianjurkan dan merupakan sunnah 
Rasulullah. 
b. Landasan Hukum Positif Pembiayaan Murabahah.  
Pembiayaan murabahah diatur dalam pasal 1 angka 13 Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pembiayaan 
murabahah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 21 
Tahun 2008 tentang perbankan syariah, yakni pasal 19 ayat (1) yang 
                                                          
37
Al-Quran dan Terjemahnya, Surah Al-Baqarah ayat 282, Diponegoro, hlm. 47 
38
 Imam Az-Zabidi, Ringkasan Shahih Al-Bukhari, (Bandung, Mizan, 1997), hlm. 391 
25 
 
intinya menyatakan bahwa kegiatan usaha Bank Umum Syariah 
meliputi, antara lain : menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad  
murabahah, akad salam, akad istisna‟ atau akad lain yang tidak 
bertentangan dengan prinsip syariah.
39
 
Selain itu pembiayaan berdasarkan akad Murabahah juga diatur 
dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Buku II tentang 
akad, bagian keenam tentang bai’ murabahah dan juga diatur dalam 
Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah, No. 
10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah, No. 13/DSN-MUI/IX/2000 
tentang uang Muka dalam Murabahah, No. 16/DSN-MUI/IX/2000 
tentang Diskon dalam Murabahah, No. 23/DSN-MUI/III/2002 tentang 
Potongan Pelunasan dalam Murabahah, No. 46/DSN-MUI/II/2005 
tentang Potongan Pelunasan Tagihan Murabahah, No. 47/DSN-
MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Tagihan Murabahah Bagi 
Nasabah Tidak Mampu Membayar, No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang 
Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah, dan Fatwa DSN NO. 
49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konvensi Akad Murabahah. 
Disamping fatwa-fatwa DSN tersebut di atas, pembiayaan 
murabahah juga berpedoman kepada PBI No. 7/6/PBI/2005 tentang 
Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Dana Pribadi 
Nasabah beserta ketentuan perubahannya, dan PBI No. 
10/16/PBI/2008 tentang perubahan atas PBI No. 9/19/PBI/2007 
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tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpun 
Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.
40
 
4. Rukun dan syarat Murabahah 
Sebagai sebuah produk lembaga keuangan yang didasarkan pada 
perjanjian jual beli Murabahah, maka demi keabsahannya harus 
memenuhi rukun sebagai berikut:
41
 
a. Ada pihak yang berakad yaitu penjual dan pembeli. 
Para pihak yang berkad harus memenuhi persyaratan bahwa mereka 
cakap hukum dan masing-masing melakukannya dengan sukarela, 
tidak boleh ada unsur paksaan, kekhilafan ataupun penipuan. 
b. Adanya objek akad yang terdiri dari barang yang diperjualbelikan dan 
harga. 
Terhadap objek yang diperjual belikan tidak termasuk barang yang 
diharamkan/ dilarang, bermanfaat, penyerahannya dari penjual ke 
pembeli dapat dilakukan, merupakan hak milik penuh pihak yang 
berakad, sesuai dengan spesifikasinya antara yang diserahkan penjual 
dan yang diterima pembeli. 
c. Adanya sighat akad yang terdiri dari ijab dan kabul. 
Sighat akad harus jelas dan disebutkan secara spesifik dengan siapa 
berakad, antara ijab dan kabul (serah terima) harus selaras baik dalam 
spesifikasi barang maupun harga yang disepakati, tidak mengandung 
klausul yang bersifat menggantungkan keabsahan transaksi pada hal/ 
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kejadian yang akan datang, serta tidak membatasi waktu, misalnya: 
saya jual ini kepada anda untuk jangka waktu 12 bulan setelah itu jadi 
milik saya kembali. 
Syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi murabahah meliputi hal-
hal sebagai berikut:
42
 
a. Jual beli murabahah harus dilakukan atas barang yang telah 
dimiliki (hak kepemilikan telah berada di tangan si penjual). 
Artinya, keuntungan dan resiko barang tersebut ada pada penjual 
sebagai konsekuensi dari kepemilikan yang timbul dari akad yang 
sah. Ketentuan ini sesuai dengan kaidah, bahwa keuntungan yang 
terkait dengan resiko dapat mengambil keuntungan. 
b. Adanya kejelasan informasi mengenai besarnya modal dan biaya-
biaya lain yang dikeluarkan dalam jual beli pada suatu komoditas, 
semuanya harus diketahui oleh pembeli saat transaksi. Ini 
merupakan suatu syarat sah murabahah. 
c. Adanya informasi yang jelas keuntungan, baik nominal maupun 
persentase sehingga diketahui oleh pembeli sebagai salah satu 
syarat sah murabahah. 
d. Dalam sistem murabahah, penjual boleh menetapkan syarat pada 
pembeli untuk menjamin kerusakan yang tidak tampak pada 
barang, tetapi lebih baik syarat seperi itu tidak ditetapkan, karena 
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pengawasan barang merupakan kewajiban penjual disamping untuk 
menjaga kepercayaan yang sebaik-baiknya. 
B. Penyelesaian Utang Piutang 
1. Penyelamatan pembiayaan bermasalah 
Penyelamatan pembiayaan bermasalah adalah istilah teknis yang 
dipergunakan dikalangan lembaga keuangan terhadap upaya dan langkah-
langkah yang dilakukan dalam mengatasi pembiayaan bermasalah. 
Sedangkan restrukturisasi `pembiayaan adalah upaya yang dilakukan 
BMT dalam membantu anggota agar dapat menyelesaikan kewajibannya, 
antara lain melalui penjadwalan kembali(resceduling), persyaratan 
kembali (reconditioning), dan penataan kembali (restructuring).
43
 
Rescheduling (penjadwalan kembali), yaitu perubahan jadwal 
pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya, tidak termasuk 
perpanjangan atas pembiayaan mudarabah atau musharakah yang 
memenuhi kualitas lancar dan telah jatuh tempo serta bukan disebabkan 
nasabah mengalami penurunan kemampuan memabayar.
44
 
Pelaksanaan penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dilakukan 
dengan prinsip harus sesuai dengan kaidah syariah dan hukum positif yang 
berlaku. Setiap usaha penyelesaian pembiayaan bermasalah atau macet 
harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan/hukum yang berlaku, namun 
harus senantiasa diusahakan agar dapat diselesaikan diluar proses/ sidang 
pengadilan. Koordinasi dan monitoring menyeluruh atas penyelesaian 
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pembiayaan macet berada dibawah kepala urusan monitoring dan 
penyelesaian pembiayaan.
45
 
Secara garis besar, penyelamatan pembiayaan bermasalah dapat 
dilakukan melalui upaya-upaya yang bersifat preventif dan upaya-upaya 
yang bersifat represif /kuratif.Upaya-upaya yang bersifat preventif 
dilakukan oleh BMT sejak permohonan pembiayaan diajukan anggota, 
pelaksanaan analisa yang akurat terhadap data pembiayaan, pembuatan 
perjanjian pembiayaan yang benar, pengikatan agunan yang menjamin 
kepentingan BMT, sampai dengan pemantauan atau pengawasan terhadap 
pembiayaan yang diberikan.Sedangkan upaya-upaya yang bersifat 
represif/ kuratif adalah upaya-upaya penanggulangan yang bersifat 
penyelamatan atau penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah (non 
performing financings/ NPFs).
46
 Tindakan represif/ kuratif antara lain:
47
 
a. Rescheduling 
Tindakan yang berbentuk penjadwalan kembali kewajiban anggota. 
Rescheduling dapat dilakukan bila kondisi Potensi usaha atau 
keuangan anggota masih cukup bagus, Kemampuan anggota dalam 
memenuhi kewajiban masih ada, Usaha anggota hanya mengalami 
cash flow yang bersifat sementara, dan Plafon pembiayaan yang tidak 
berubah. 
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Rescheduling dapat dilakukan dengan melakukanPenjadwalan 
kembali jangka waktu pembiayaan, Perubahan jadwal angsuran, 
Pemberian grace period, dan Perubahan jumlah angsuran 
b. Restructuring 
Tindakan yang berbentuk penyusunan ulang terhadap seluruh 
kewajiban anggota. Tindakan restructuring dapat dilakukan jika 
kondisi potensi usaha atau kondisi keuangan anggota masih cukup 
bagus, kemampuan anggota dalam memenuhi kewajiban masih ada, 
usaha anggota hanya mengalami permasalahan cash flow yang bersifat 
sementara dan plafon pembiayaan berubah. 
Restructuring bisa dilakukan melalui Suplesi, yaitu melalui 
penambahan jumlah maksimum pembiayaan dengan waktu 
pengembalian yang tetap ada. Selain melalui suplesi, restrukturing juga 
bisa dilakukan melalui Subrogasi, yaitu melalui penggantian hak-hak 
BMT oleh pihak ketiga karena anggota pembiayaan yang baru telah 
memenuhi kewajiban kepada anggota pembiayaan yang lama. Dan 
restructuring bisa dilakukan melalui Novasi, yaitu melalui pembuatan 
perjanjian baru dengan menghapus perjanjian yang ada. 
c. Reconditioning 
Tindakan melalui adanya persyaratan ulang terhadap pembiayaan 
dan persyaratan yang telah disepakati bersama. Tindakan 
reconditioning dapat dilakukan untuk kondisi Potensi usaha atau 
kondisi keuangan anggota masih cukup bagus, Sarana usaha anggota 
31 
 
yang masih memadai, Usaha anggota hanya mengalami permasalahan 
cash flow dan manajemen, dan Plafond pembiayaan tetap. 
Reconditioning dapat dilakukan melalui Perubahan agunan, selain 
melalui perubahan agunan reconditioning dapat dilakukan melalui 
bantuan manajemen (pembinaan kepada anggota). 
2. Landasan Penyelesaian utang-piutang 
Ajaran Islam yang bersandarkan kepada Al-Qurandan Hadis Nabi saw 
mengakui kemungkinan terjadinya utang-piutang dalam berusaha 
(mu’amalah) atau karena kebutuhan mendesak untuk memenuhi 
kebutuhannya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-
Baqarah ayat 282 dan 283.
48
 Dari surah Al-Baqarah ayat 282 dan 283 
tersebut dapat diketahui rukun dan syarat dari suatu utang-piutang, yaitu:
49
 
a. Adanya para pihak (penjual dan pembeli); 
b. Harus tertulis; 
c. Dibacakan oleh yang berutang; 
d. Jika yang berutang tidak cakap dibacakan oleh wali; 
e. Adanya saksi 2 orang laki-laki; 
f.  Jika tidak ada 2 orang laki-laki, maka saksi terdiri dari 1 orang laki-
laki dan dua orang perempuan; 
g. Adanya jumlah utang yang pasti; 
h. Adanya jangka waktu pembayaran utang (jatuh tempo utang); dan  
i. Adanya barang tanggungan/ jaminan. 
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Qur’an surah Al-Baqarah ayat 282 dan 283 berbunyi sebagai berikut: 
 ِتبَو ُْ َُىٕ١َّْث ُتتَْى١ٌْ َٚ  ُُُٖٛجتْوَبف ٝ ًّ َغ ُِّ  ًٍ ََجأ ٌَِٝا ٍٓ ٠َِْذث ُْ ُتَٕ٠اََذت اَِرا إُٛ َِ اَء َٓ ٠ِزٌَّا َب ُّٙ٠َأَآ٠ َْةَؤ٠ َلَ َٚ  ِيْذَؼٌْ ِبث ٌت
 ٍِ ّْ ُ١ٌْ َٚ  ُْتتَْى١ٍْ َف ُاللَّ ُٗ َّ ٍََّػ ب َّ َو َُتتَْى٠ َْأ ٌِتتبَو َِْبف ًبئ١َْش ُْٕٗ ِ  ْظَخَْج٠ َلَ َٚ  ُ َّٗثَس َاللَّ ِكََّت١ٌْ َٚ  ُّكَذٌْ ا ِٗ ١ٍََْػ ِٞزٌَّا ًِ
 ِيْذَؼٌْ ِبث ُُّٗ١ٌِ َٚ  ًْ ٍِ ّْ ُ١ٍْ َف َٛ ُ٘ ًَّ ِّ ُ٠ َْأ ُغ١َِطتَْغ٠ َلَ ْٚ َأ ًبف١ِؼَض ْٚ َأ ًبٙ١ِفَع ُّكَذٌْ ا ِٗ ١ٍََْػ ِٞزٌَّا َْ بَو اُٚذِٙ ْ َتْعا َٚ  
بَج ِّس ٓ ِ  ِٓ ٠َْذ١ِٙ َش ًَّ َِضت ْ َأ ِءاََذٙ ُّْ ٌا َٓ ِ  َْ ْٛ َضَْشت ٓ َّّ ِ  ِْ َبَتأَش ِْ ا َٚ  ُ ًُ ُجََشف ِٓ ١ٍَُْجَس بََُٔٛى٠ ُْ ٌَ ْ ِ َبف ُْ ُِىٌ
 ُُُٖٛجتَْىت ْ َأ اٛ ُّ َئَْغت َلَ َٚ  اُٛػُدب َِ  اَِرا ُءآََذٙ ُّْ ٌا َْةَؤ٠ َلَ َٚ  َٜشُْخلأْا ب َّ ُ٘اَذِْدا َش ِّوَُزَتف ب َّ ُ٘اَذِْدا ِجَو ْٚ َأ اًش١ِغَص اًش١
 َسبَِجت َْ َُٛىت ْ َأ َِّلَا اُٛثَبتَْشت ََّلَأ ََْٝٔدأ َٚ  ِحَدَبَّْٙ ٌٍِ َُ َٛ َْلأ َٚ  ِاللَّ َذِٕػ ُظَغَْلأ ُْ ُِىٌَر ِٗ ٍََِجأ ٌَِٝا بََُٙٔٚش٠ُِذت ًحَشِضبَد ًح
 َلَ َٚ  ُْ ُتَْؼ٠َبَجت اَِرا اُٚذِٙ َْشأ َٚ  َبُُ٘ٛجتَْىت ََّلَأ ٌحَبُٕج ُْ ُى١ٍََْػ َظ١ٍََْف ُْ َُىٕ١َْث اٍَُٛؼَْفت ِْا َٚ  ُ ُذ١ِٙ َش َلَ َٚ  ُ ُِتتبَو َّسآَُض٠
{ ُ ُ ١ٍَِػ ٍء ْٟ َش ًِّ ُِىث ُاللَّ َٚ  ُاللَّ ُ ُى ُّ ٍَُِّؼ٠ َٚ  َاللَّ اُٛمَّتا َٚ  ُْ ُِىث ُ ُقُُٛغف ُ ََِّٗٔبف282 ُْ ٌَ َٚ  ٍَشفَع ٍََٝػ ُْ ُتُٕو ِْا َٚ  *}
 َث ُُىُضَْؼث َٓ ِ َأ ْ ِ َبف ُ ُخَضُٛجْم َِّ  ُ ُْ َبَِ٘شف بًِجتبَو اُٚذَِجت َلَ َٚ  ُ َّٗثَس َاللَّ ِكََّت١ٌْ َٚ  ََُٗتٔب َِ َأ َٓ ِّ ُتْإا ِٞزٌَّا ِّدَُئ١ٍْ َف بًضْؼ
{ ُ ُ ١ٍَِػ َْ ٍُٛ َّ َْؼت ب َّ ِث ُاللَّ َٚ  ُُٗجٍْ َل ُ ُ ِثاَء ُ ََِّٗٔبف َبٙ ّْ ُتَْى٠ ٓ َِ َٚ  َحَدَبَّْٙ ٌا اٛ ُّ ُتَْىت282 }  
"wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang 
piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. 
Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan 
benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana 
Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan, dan 
hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia 
bertakwa kepada Allah, Tuhan-Nya, dan jangan-lah dia mengurangi 
sedikitpun daripadanya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah 
akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu 
mendiktekan, maka hendaklah walinya mendiktekan dengan jujur. Dan 
persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki (di antaramu). Jika tak 
ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang 
perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa 
maka yang seorang mengingatkannya. Dan Janganlah saksi-saksi itu 
menolak apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu bosan  menulis 
hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. 
Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan 
persaksian dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali 
jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara 
kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, jika kamu tidak menulisnya. Dan 
persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan 
saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka 
sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan 
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bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha 
Mengetahui segala sesuatu.
50
 Jika kamu dalam perjalanan (dan 
bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang 
penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh 
yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian 
yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya 
(hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Rabbnya; dan 
janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan 
barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya dia adalah 
orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu 
kerjakan."
51
 (Al-Baqarah: 282-283). 
Selain ayat yang menjelaskan rukun dan syarat utang diatas, Al- Qur’an 
juga menjelaskan tentang penyelesaian utang yaitu Qur’an Surah Al-
Baqarah: 279-280 yang berbunyi sebagai berikut: 
 ُّ ٍَِْظت لَ ُْ ُِىٌا َٛ ِْ َأ ُطُٚءُس ُْ َُىٍَف ُْ ُتُْجت ْ ِا َٚ  ِٗ ٌُِٛعَس َٚ  ِ َّاللَّ َٓ ِ  ٍةْشَِذث اَُْٛٔرَؤف اٍَُٛؼَْفت ُْ ٌَ ْ ِ َبف لَ َٚ  َْ ٛ
( َْ ٛ ُّ ٍَُْظت2٧٢ )  
Artinya: 
“Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari 
Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak 
atas pokok hartamu; Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak 
dizalimi (dirugikan)”. 
 ٌش١َْخ اُٛل َّذََصت ْ َأ َٚ  ٍحَشَغ١ْ َِ  ٌَِٝا ٌحَشَِظَٕف ٍحَشْغُػ ُٚر َْ بَو ْ ِا َٚ ( َْ ٛ ُّ ٍََْؼت ُْ ُتْٕ ُو ْ ِا ُْ َُىٌ28ٓ)  
Artinya: 
“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesulitan, maka berilah 
tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika 
menyedekahkan (sebagian atau semua hutang), itu lebih baik bagimu, 
jika kamu mengetahui.”52 
Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim juga 
disebutkan juga tentang penyelesaian utang yang artinya:“bahwasanya 
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Rasulullah saw melarang muadz membelanjakan hartanya, dan beliau 
menjual hartanya itu untuk melunasi hutang yang ditanggungnya”.53 
Selain hadis diatas juga terdapat hadis tentang sikap tolong menolong 
yaitu membantu meringankan beban utang orang yang berada dalam 
kesulitan, yang bunyinya sebagai berikut: 
 ُصُخ َد ْٛ َص َُ ٍََّع َٚ  ِٗ ١ٍََْػ ُاللَّ ٍََٝص ِاللَّ ُي ْٛ ُعَس َغ ِّ َع ب َّ ُُ٘ذََدأ اَِرا َٚ  ب َّ ُُٙتا َٛ ُْصأ ٍَخ١ٌِبَػ ِة َبجٌْ ِبث ٍَ ْٛ
 ِاللَّ ُي ْٛ ُعَس ب َّ ِٙ ١ٍََْػ َجَشََخف ًُ َؼَْفأ َلَ ِاللَّ َٚ  :ُي ْٛ َُم٠ َٛ ُ٘ َٚ  ٍء ْٟ َش ِٟف ُُِٗمفَْشتَْغ٠ َٚ  َشََخْلَا ُغِض ْٛ َتَْغ٠ ِاللَّ ٍََٝص
 ِاللَّ ٍََٝػ ٌََِّٟؤت ُّ ٌْ ا َٓ ٠َْأ :َيَبَمف َُ ٍََّع َٚ  ِٗ ١ٍََْػ. َّتََدأ َِهٌَر ُّٞ َأ ٌَُٗ َٚ  ِاللَّ َي ْٛ ُعَسَب٠ َبَٔأ :َيَبَمف َف ْٚ ُشْؼ َّ ٌْ ا ًُ َؼَْف٠ َلَ  
Artinya: 
“Rasulullah SAW mendengar suara orang yang saling bertengkar di 
depan pintu dengan suara yang tinggi, dan ternyata salah seorang dari 
keduanya meminta pengurangan hutangnya kepada yang lain dan 
meminta diberi belas kasihan pada suatu hal, seraya berkata,‟Demi 
Allah, saya tidak akan melakukannya‟, lalu Rasulullah SAW keluar 
kepada mereka, seraya bersabda, „mana orang yang bersumpah atas 
nama Allah untuk tidak melakukan kebaikan?‟ dia menjawab, „saya 
wahai Rasulullah.‟ Beliau bersabda, „(hendaklah kamu membayar 
kafarat), dan dia mendapat segala yang diinginkannya,”54 
Selain Al-Qur’an dan Hadits Nabi, juga terdapat fatwa DSN MUI 
tentang penjadwalan kembali tagihan murabahah. Pertimbangan yang 
dijadikan dalam pembuatan Fatwa DSN MUI meliputi:
55
 
a. bahwa  sistem  pembayaran  dalam  akad  murabahah  pada Lembaga  
Keuangan  Syari’ah  (LKS)  pada  umumnya dilakukan  secara  cicilan  
dalam  kurun  waktu  yang  telah disepakati antara LKS dengan 
nasabah;  
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b. bahwa  dalam  hal  nasabah  mengalami  penurunan kemampuan  dalam  
pembayaran  cicilan,  maka  ia  dapat diberi keringanan;  
c. bahwa  keringanan  sebagaimana  dimaksud  di  atas  dapat diwujudkan  
dengan  cara  yang  tidak  melanggar  prinsipprinsip ajaran Islam;  
d. bahwa  untuk  kepastian  hukum  tentang  masalah  tersebut menurut  
ajaran  Islam,  Dewan  Syari’ah  Nasional memandang  perlu  
menetapkan  fatwa  sebagai  pedoman bagi LKS dan masyarakat secara 
umum. 
Dasar Hukum yang digunakan DSN MUI untuk membuata fatwa 
tentang penjadwalan kembali tagihan murabahah yaitu Al-Quran, Hadis, 
dan Kaidah Fikih, dintaranya yaitu: 
1. Firman Allah SWT, antara lain: 
a. firman Allah QS.al-Baqarah [2]: 275 
 ُ َّاللَّ ًَّ ََدأ َٚة ِّشٌا ََ َّشَد َٚ  َغ١َْجٌْ ا ... .… 
“… Dan Allah telah menghalalkan Jual-beli dan mengharamkan 
riba…” 
b. firman Allah QS. An-Nisa’ [4]: 29 
 ٍضاََشت ْٓ َػ ًحَسبَِجت َْ َُٛىت ْ َأ َِّلَا ًِ ِطَبجٌْ ِبث ُْ َُىٕ١َْث ُْ َُىٌا َٛ ِْ َأ اٍُُْٛوؤَت َلَ إُٛ َِ آ َٓ ٠ِزٌَّا َب ُّٙ٠َأ َب٠ ُْ ُىْٕ ِ  ...  
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 
perniagaaan (jual beli)yang berlaku dengan suka sama suka 
diantaramu…”. 
c. Firman Allah QS. Al-Maidah [5]: 1: 
...د ْٛ ُمُؼٌْ ِبث ا ْٛ ُف ْٚ َا ا ْٛ ُٕ َِ َا َٓ ٠ِْزٌَّا َبُٙ٠َأ ََب٠ 
“hai orag-oang beriman! Penuhilh akad-akad itu”. 
d. Firman Allah QS. Al-Maidah [5]:2: 
 :حذئبٌّا(ْا َٚ ْذُؼٌْ ا َٚ  ُِ ْث ِْلْا ٍََٝػ ا ْٛ ُٔ َٚ بََؼت َلَ َٚ  ٜ َٛ ْمَّتٌا َٚ  ِِّشجٌْ ا ٍََٝػ ا ْٛ ُٔ َٚ بََؼت َٚ  ...2)  
“... dan tolong menolonglah dalam (mengejakan) kebajikan dan 
taqwa...”. 
e. Firman Allah QS. Al-Bqarah [2]: 280: 
 َْ بَو ْ ِا َٚ  ُْ َُىٌ ٌش١َْخ اُٛل َّذََصت ْ َأ َٚ  ٍحَشَغ١ْ َِ  ٌَِٝا ٌحَشَِظَٕف ٍحَشْغُػ ُٚر... ... 
“...Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesulitan, maka 
berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan 
jika menyedekahkan (sebagian atau semua hutang), itu lebih baik 
bagimu, jika kamu mengetahui”. 
 
2. Hadis-hadis Nabi s.a.w: antara lain: 
a. Hadis Nabi riwayat Al-Baihaqi dan Ibnu Majah dan Dihahihkan 
oleh Ibnu Hibban: 
 ٌَِا َٚ  ِٗ ١ٍََْػ اللَّ ٍََٝص ِاللَّ َي ْٛ ُعَس َْ َّأ ٕٗػ اللَّ َٟ ِضَس ّٞ ِسْذُخٌْ ا ذ١ِْؼَع ْٟ َِثأ ْٓ َػ ب َّ َِّٔا :َيَبل َُ ٍََّع َٚ  ِٗ
,ٍضََشت ْٓ َػ ُغ١َْجٌْ ا 
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“dari abu Sa‟id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, 
“sesungguhnya jual beli itu hanya boleh ilakukan dengan kerelaan 
kedua belah pihak.” 
b. Hadis Nabi riwayat Muslim, beliu bersabda: 
 ْٓ َػ َجََشف ْٓ َِ ُاللَّ َٚ  ,ِخ َِ بَ١ِمٌْ ا َِ ْٛ َ٠ ِةَشُو ْٓ ِ  ًَخثْشُو ُْٕٗ َػ ُاللَّ َجََشف ,َب١ْٔ ُّذٌا ِةَشُو ْٓ ِ  ًَخثْشُو ٍُ ٍِْغ ُِ
)ٍُغِ ٖاٚس( ِٗ ١َِْخأ ِْ ْٛ َػ ْٟ ِف ِذْجَؼٌْ ا ََ اَدب َِ  ُذْجَؼٌْ ا ِْ ْٛ َػ ْٟ ِف 
“orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitn di dunia, 
Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan Allah 
senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka)menoong 
saudaranya”. 
c. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf al-Muzani, beliau 
bersabda: 
 َّشَد بًذٍْ ُص َِّلَا َٓ ١ْ ِّ ٍِْغ ُّ ٌْ ا َٓ ١َْث ٌِضئبَج ُخٍْ ُّصٌَا ٍََٝػ َْ ٛ ُّ ٍِْغ ُّ ٌْا َٚ  ب ًِ اَشَد ً ََدأ ْٚ َأ ًلََلََد ََ
ب ًِ َشَد ًَ ََدأ ْٚ َأ ًلََلََد ََ َّشَد بًطْشَش َِّلَا ُْ ِٙ ِطُٚشُش 
“perdamaian dpat dilakukan diantara kaum muslimin kecuali 
perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan 
yang haram;dan kaum muslimin terikan dengan syarat-syarat 
mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau 
menghalalkan yang haram”. 
 
3. Kaidah fikih: 
َبٙ ِّ ٠ِْشَْذت ٍََٝػ ًٌ ١ٌَِْد َّيَُذ٠ ْ َأ َِّلَا ُخَدَبث ِْلْا ِدَلَ َِ بَؼ ُّ ٌْ ا ْٝ ِف ًُ َْص٢َْا 
“pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan keculi ada 
dalil yang mengharamkannya”. 
 
Dari ketentuan diatas maka fatwa DSN MUI memutuskan tentang 
penjadwalan kembali tagihan murabahah untuk ketentuan penyelesaian 
yaitu LKS  boleh  melakukan  penjadwalan  kembali  (rescheduling) 
tagihan  murabahah  bagi  nasabah  yang  tidak  bisa 
menyelesaikan/melunasi  pembiayaannya  sesuai  jumlah  dan waktu yang 
telah disepakati, dengan ketentuan: 
1.  pihak BMT Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa; 
2. Pembebanan  biaya  dalam  proses  penjadwalan  kembali adalah 
biaya riil; 
3. dan Perpanjangan  masa  pembayaran  harus  berdasarkan 
kesepakatan kedua belah pihak.
56
 
 
3. Etika utang piutang 
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Ajaran Islam mengajarkan beberapa etika ketika melakukan utang-
piutang diantara sesama manusia. Beberapa prinsip etika berutang-piutang 
tersebut antara lain adalah:
57
 
a. Menepati janji 
Apabila telah diikat perjanjian utang/ pembiayaan untuk jangka 
waktu tertentu, maka wajib ditepati janji tersebut dan pihak yang 
berutang/ penerima pembiayaan membayar utang/ menerima 
kewajibannya sesuai perjanjian yang dibuatnya. Menepati janji adalah 
wajib dan setia orang bertanggungjawab terhadap janji-janjinya. Hal 
ini sebagaimana dijelaskan Al-Quran dalam surah Al-Maidah ayat 1, 
dan surah Al-Isra ayat 34. Bunyi dari masing-masing ayat tersebut 
adalah: 
...د ْٛ ُمُؼٌْ ِبث ا ْٛ ُف ْٚ َا ا ْٛ ُٕ َِ َا َٓ ٠ِْزٌَّا َب ُّٙ٠ََب٠ 
“wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...”(QS. 
Al-Maidah:1)
58 
  ًلَ ْٛ ُئْغ َِ  َْ بَو َذْٙ َؼٌْ ا َّْ ِا ,ِذْٙ َؼٌْ ِبثاُٛف ْٚ َا َٚ ...  
“... penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta 
pertanggungjawabannya”(QS. Al-Isra: 34)59 
 
b. Menyegerakan pembayaran utang 
Orang yang memikul beban utang wajib terus berusaha 
membereskan sangkutan-sangkutan utangnya hingga tuntas. Apabila 
dia mengalami kesempitan sehingga merasa lemah membayar 
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utangnya, maka adalah suatu keutamaan untuk terus bersungguh-
sungguh membayar utangnya. 
c. Melarang menunda-nunda pembayaran utang 
Perbuatan menunda-nunda pembayaran utang padahal dia mampu 
termasuk perbuatan tidak terpuji, dianggap perbuatan zalim, dan 
bahkan bisa dianggap sikap orang mengingkari janji (munafiq). 
d. Lapang dada ketika membayar utang 
Salah satu akhlak yang mulia ialah berlaku tasamuh (toleransi) atau 
lapang dada dalam pembayaran utang. Sikap ini merupakan kebalikan 
daripada menunda-nunda, mempersulit dan menahan hak orang. 
e. Sikap tolong-menolong dan memberi kemudahan 
Sikap tolong menolong dan membantu melepaskan kesusahan dan 
kesulitannya yang diterima oleh orang lain, Islam menilai termasuk 
akhlak mulia/ terpuji. 
Berdasarkan keterangan di atas, Islam mengakui dan membolehkan 
utang-piutang, walaupun kebolehan tersebut ditekankan karena 
kebutuhan yang mendesak dan berupaya sesegera mungkin untuk 
membayarnya. Menunda-nunda pembayaran utang dianggap sebagi 
suatu perbuatan tercela, apalagi dalam keadaan mampu.
60
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Dalam proses penyelesaian utang-piutang,ada beberapa alernatif 
yang ditawarkan sebagai berikut:
61
 
a. Melakukan restrukturisasi terhadap utang yang ada antara lain 
dengan penjadwalan, perpanjangan jangka waktu, dan hapus buku 
atau hapus tagih sebagian atau seluruh utang gharimin (orang 
yang berutang). Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur’an Surah Al-
Baqarah/2:280, “... dan jika (orang berutang) itu berada dalam 
kesulitan maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan. Dan 
menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebuh baik 
bagimu, jika kamu mengetahui”. 
b. Bagi yang berutang (debitur) dan kemudian pada saat yang sama 
mempunyai tagihan/ piutang (kredit) pada pihak lain, maka orang 
yang berutang tersebut dapat melakukan pembayaran utang 
dengan mengalihkan beban utang kepada orang yang berpiutang 
kepadanya. Hal ini disebut dengan istilah “hiwalah” atau 
“hawala”. Dasarnya hadis Rasulullah saw yaitu:62 
 ٌُ ٍْ ُظ ِّٟ َِٕغٌا ًُ ْط َِ  :َيَبل َُ ٍََّع َٚ  ِٗ ١ٍََْػ ُاللَّ ٍََٝص ِاللَّ َي ْٛ ُعَس َّْ َأ :ُْٕٗ َػ ُاللَّ َٟ ِضَس َحَش٠َُْش٘ َِٟثأ ْٓ َػ اَِرا َٚ  ,
.َْغجَْت١ٍْ َف ٍَئٍ َِ  ٍََٝػ ُْ ُو ُذََدأ َِغجُْتأ 
“diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a :Nabi Saw.pernah 
bersabda, penangguhan pembayaran utang bagi orang kaya 
adalah suatu kedhaliman. Karenanya, apabila utangmu dialihkan 
darimu kepada orang yang kaya, maka kamu harus 
menyetujuinya.”63 
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c. Utang seseorang (debitur) dapat dialihkan melalui garansi/ 
jaminan pembayaran utang oleh orang lain. Penanggungan atau 
garansi pembayaran utang oleh orang lain tersebut dapat timbul 
karena rasa kesetiakawanan (solidaritas), atau adanya hubungan 
antara penanggung dan tertanggung sehingga kedua belah pihak 
mengatur penanggungan itu. Penanggungan ini dapat berupa 
perorangan maupun badab hukum.sebagaimana hadis yang 
diriwayatkan oleh Al-Bukhari sebagai berikut: 
 ُْٕٗ َػ ُاللَّ َٟ ِضَس ِع َٛ َْوْلَا ِٓ ْث َخ َّ ٍََع ْٓ َػ  ِْرا َُ ٍََع َٚ  ِٗ ١ٍََْػ ُاللَّ ٍََٝص ِّٟ ِجٌَّٕا َذْٕ ِػ بًع ْٛ ٍُُج بَُّٕو :َيَبل
ًبئ١َْش َنََشت ًْ ََٙف :َيَبل ,َلَ :ا ْٛ ٌََبل .؟ ٌٓ ٠َْد ِٗ ١ٍََْػ ًْ َ٘ :َيَبَمف ,َبٙ١ٍََْػ ًِّ َص :ا ْٛ ٌُ َبَمف ,ٍحَصَبَِٕجث َٟ ُِتأ .
 َِجث َٟ ُِتأ َُّ ُث ,ِٗ ١ٍََْػ ٍَََّٝصف ,َلَ :ا ْٛ ٌَُبل ًْ َ٘ :َيَبل ,َبٙ١ٍََْػ ٍَِّٝص ,ِاللَّ َي ْٛ ُعَس َب٠ :ا ْٛ ٌَُبَمف ,َٜشُْخأ ٍحَصَبٕ
 ُأ َُّ ُث .َبٙ١ٍََْػ ٍََّٝصَف َش١َِْٔبَٔد ََخثََلَث :ا ْٛ ٌَُبل .؟بًؼ١َْش َنََشت ًْ ََٙف :َيَبل , ُْ ََؼٔ : ًَ ١ِْل .؟ ٌٓ ٠َْد ِٗ ١ٍََْػ َٟ ِت
 َل ,َبٙ١ٍََْػ ًِّ َص :ا ْٛ ٌَُبَمف ,َِخِثٌبَّثٌِبث :ا ْٛ ٌَُبل .؟ ٌٓ ٠َْد ِٗ ١ٍََْػ ًْ ََٙف :َيَبل ,َلَ :ا ْٛ ٌَُبل .؟ًبئ١َْش َنََشت ًْ َ٘ :َيب
 َّٟ ٍََػ َٚ  ِاللَّ َي ْٛ ُعَس َب٠ ِٗ ١ٍََْػ ًِّ َص :َحَدَبَتل ْٛ َُثأ َيَبل . ُْ ُُىجِذَص ٍََٝػ ا ْٛ ٍَُص :َيَبل ,َش١َِْٔبَٔد َُخثََلَث
.ِٗ ١ٍََْػ ٍَََّٝصف ,ُُٕٗ٠َْد 
Artinya:  
“diriwayatkan dari Salamah bin Al-Akwa‟ r.a: suatu ketika saat 
kami telah duduk menemani Rasulullah Saw, jenazah seseorang 
dibawa ke hadapan kami. Nabi Saw diminta menyalatinya. Nabi 
Saw bersabda,apakah ia memiliki utang ? orang-orang 
menjawab tidak. Nabi Saw bersabda, apakah ia meninggalkan 
kekayaan ? mereka berkata, Tidak. Maka Nabi Saw 
menyalatinya. Jenazah lain dibawa ke hadapan kami dan orang-
orang berkata, Ya Rasulullah ! pimpinlah shalat jenazah 
untuknya, Nabi Saw bertanya, apakah ia mempunyai utang ? 
mereka berkata, Ya, Nabi Saw bertanya, apakah ia 
meninggalakan kekayaan ? mereka berkata Ya. Tiga dinar. Maka 
Nabi Saw Saw.pun memimpin shalat jenazah. Lalu jenazah ketiga 
dibawa masuk, dan orang-orang berkata, pimpinlah shalat 
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jenazah untuk orang ini. Nabi Saw. Bertanya, apakah ia 
meninggalkan kekayaan ? Mereka menjawab, Tidak. Nabi Saw. 
Bertanya, apakah ia memiliki utang ? mereka berkata, Ya. Tiga 
dinar. Nabi Saw. Menolak menshlatkannya dan berkata: kalau 
begitu kerjakanlah shalat oleh kalian. Abu Qatadah berkata Ya 
Rasulullah !pimpinlah shalat jenazah. Aku yang akan 
membayarkan utangnya. Maka Nabi Saw pun memimpin shalat 
jenazah untuknya.
64
 
 
d. Bagi yang berutang (debitur), sedangkan harta atau aset yang 
dimilikinya habis dan tidak mampu membayar utang-utangnya, 
dia dapat dinyatakan sebagai orang yang bangkrut oleh 
hakim.Menjatuhkan hukuman terhadap orang yang tidak mapu 
membayar utang dinamakan dengan pailit/ pernyataan bangkrut. 
Bagi yang dinyatakan pailit oleh hakim, maka orang tersebut 
tidak dapat melakukan tindakan hukum terhadap sisa harta yang 
dimilikinya. Dan harta tersebut dialokasikan untuk membayar 
utang dan menjadi tanggungannya.
65
 
e. Al-Hajr (pengampuan). Yaitu larangan bagi seseorang untuk 
melaksanakan akad dan bertindak hukum terhadap hartanya. 
Dalam hal ini hakim memutuskan untuk menahan harta seseorang 
untuk keperluan pembayaran utangnya. 
f. Penerapan hukum Ta’zir bagi debitur. Bagi debitur yang sengaja 
tidak mau menyelesaikan utangnya, padahal dia mampu, salah 
satunya bisa diterapkan hukuman ta’zir berupa eksekusi jaminan 
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termasuk sandera badan. Hal ini didasarkan pada hadis hadis dari 
Ka’ab bin Malik.66 
 َػ ِاللَّ َٝ ٍَص ِاللَّ َي ْٛ ُعَس َّْ َأ ِٗ ١ٍََْػ َْ بَو ٍٓ ٠َْد ِٟف َُٗػَبث َٚ  ٌَُٗب َِ  ٍربَؼ ُِ  ٍََٝػ َشَجَد َُ ٍََّع َٚ  ِٗ ١ٍَْ  
 Artinya:  
“sesungguhnya Nabi saw pernah menyita harta milik muaddz lalu 
beliau menjualnya untuk membayar utangnya” (HR. Imam 
Daruquthni).
67
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BAB III 
PRAKTEK RESCHEDULING DI BMT WALISONGO MIJEN 
SEMARANG 
A. Profil BMT Walisongo Mijen Semarang 
1. Sejarah berdirinya BMT Walisongo Mijen Semarang 
KSPPS  BMT  Walisongo  adalah  lembaga  keuangan  
mikro  milik  IAIN Walisongo Semarang yang akan menjadi salah 
satu pioneer lembaga keuangan syari’ah dengan tujuan untuk 
membangun dan mengembangkan ekonomi umat, serta menjadi 
laboratorium ekonomi syariah bagi Civitas Akademika Fakultas 
Syari’ah IAIN Walisongo Semarang.68 
KSPPS BMT Walisongo adalah Lembaga Keuangan 
Syari’ahyang berdiri atas  perpaduan/  sinergi  2  lembaga  yang  
saling  mendukung  yaitu  Lembaga Akademisi (program D3 
Perbankan dan Ekonomi Islam Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo 
Semarang ) dengan lembaga praktisi (KSPPS BMT Walisongo). 
IAIN Walisongo  Khususnya  Program  D3  Perbankan  dan  
Ekonomi  Islam  Fakultas Syria’ah menyiapkan insan perbankan 
yang professional berbasis syari’ah.69 
KSPPS  BMT  Walisongo  beroperasi  sebagai  Lambaga  
Keuangan  Syari’ah pada  tanggal  8  septemser  2005  yang  
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diresmikan  oleh  Wakil  Gubernur  Bapak Ali Mufidz. pertama 
kali beroperasi KSPPS BMT walisongo melakukan  merjer dengan 
Koperasi Simpan Pinjam syari’ah BMT Ben Taqwa Purwodadi 
adalah koperasi  berbasis  syari’ah  yang  menggeluti  dunia  
simpan  pinjam  sejak  tahun 1997  dengan  perkembangan  yang  
sangat  pesat.  KSPPS  BMT  Walisongo  telah diakui  dan  
dikukuhkan  sebagai  lembaga  legal  oleh  Dians  Koperasi  
provinsi Jawa Tengah dengan nomor: 14119/ BH/ KDK.II/ XI/ 
2006. sehingga dengan perkembangan  yang  sangat  pesat  serta  
semakin  banyaknya  nasabah  dan  dana yang  dimiliki  pada  
bulan  februari  2009  KSPPS  BMT  Walisongo  telah  mampu 
berdiri sendiri sebagai lembaga keuangan Syari’ah.70 
2. Visi dan Misi KSPPS BMT Walisongo 
a. Visi KSPPS BMT Walisongo  
“Solusi  tepat  pembangunan  dan  mengembangkan  Ekonomi 
Umat sesuai sistem syari’ah”. 
b. Misi KSPPS Walisongo 
1) Membangun ekonomi umat dengan sistem syari’ah 
2) Menjadikan BMT sebagai pioneer lembaga keuangan 
syari’ah  
3) Melayani umat tanpa membedakan status sosial  
4) Menjadikan  BMT  sebagai  laboratorium  praktikum  
Ekonomi Syari’ah bagi Civitas Akademika Fakultas 
Syari’ah IAIN Walisongo Semarang. 
 
3. Struktur Organisasi KSPPS BMT Walisongo  
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Struktur  organisasi  pada  KSPPS  BMT  Walisongo  Semarang  
telah menunjukkan  garis  wewenang  dan  garis  tanggung  jawab 
secara  sederhana. Struktur organisainya sebagai berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
Struktur  organisasi  di  bidang  manajemen  KSPPS  BMT  
Walisongo  terdiri  atas pengurus sebagai berikut: 
a. Ketua      : Prof. DR. H. Muhibbin, M.A. 
b. Sekretaris      : DR. Imam Yahya, M.A. 
c. Bendahara    : DR. Hj. Siti Mujibatun, M.Ag. 
d. Audit Internal  : Ratno Agriyanto, M.Si, Akt, CA, CPAI. 
Tugas dan tanggung jawab pengurus: 
1) Merumuskan kebijakan sesuai tujuan organisasi 
RAT 
Marketing Pembukuan Teller 
Manajer 
Pengurus Pengawas 
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2) Menggali modal dan pinjaman-pinjaman serta mengawasi 
pengeluaran dana 
3) Memberikan pengarahan-pengarahan yang menyangkut 
pengelolaan organisasi 
4) Mampu menyediakan adanya manajer yang cakap dalam 
organisasi 
Sedangkan untuk susunan Dewan Pengawas Syari’ah sebagai 
berikut: 
a. Ketua    : Drs. H. Muhyiddin, M.Ag. 
b. Anggota    : Drs. H. M. Nafis Jurnalita, M.A 
Tugas pengawas: 
1) Melakukan  pengawasan  terhadap  penerapan  kebijaksanaan  
dan  pengelolaan koperasi  
2) Membuat laporan tertulis tentang hasil 
pengawasannyaRATPengawas  
PengurusManajerTellerPembukuan  Marketing  
3) Melakukan rencana kerja yang sesuai dengan keputusan rapat 
anggota 
4) Mengawasi, mengevaluasi dan mengarahkan penerapan  
pengelolaan BMT yang dijalankan  agar  tetap  
mengikutikebijakan  dan  keputusan  yang  disetujui  oleh rapat 
anggota 
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5) Melaporkan operasional BMT pada rapat anggota pada akhir 
tahun 
Wewenang pengawas: 
1) Meneliti catatan yang ada pada koperasi 
2) Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan 
Di  bidang  manajemen  Pengelola  KSPPS  BMT  Walisongo  
dengan  personal  sebagai berikut: 
a. Manajer : Drs. Nuryanto 
Tugas manajer adalah: 
1) Memotivasi karyawan 
2) Menjalankan  pencapaian  target  atas  landing  maupun  
funding  yang  sudah ditargetkan 
3) Mengadakan dan memimpin breafing dan evaluasi setiap 
hari 
4) Membuat suasana yang Islami 
5) Membuat draf pencapaian target secara periodik 
Wewenang manajer adalah: 
1) Mengadakan evaluasi terhadap kinerja bawahannya 
2)  Menyetujui pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku 
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3) Membuat rencana jangka pendek 
4) Mendelegasikan tugas dan wewenang kepada yang ditunjuk  
b. Teller: Hafidhoh, SE 
Tugas teller adalah: 
1) Memberikan  pelayanan  terbaik  kepada  anggota  atau  
anggota,  baik  untuk  hal penarikan maupun penyetoran 
2)  Menghitung keadaan keuangan atau transaksi setiapharinya 
3) Mengatur  dan  mempersiapkan  pengeluaran  uang  
tunaiyang  telah  disetujui manajer 
4) Menandatangani  formulir  serta  slip  dari  anggota  atau  
anggota  serta mendokumentasikannya 
5) Mengirim dan menyerahkan laporan keuangan ke bagian 
akuntansi pusat 
Wewenang teller adalah:  
1) Mengatur pola administrasi secara efektif 
2) Mengajukan pengeluaran kas kepada manajer 
3) Menunda penarikan-penariakan bila persyaratan yang 
diberikan kurang 
4) Mengeluarkan dana operasional 
c. Pembukuan: Sumiyati, S.E.I. 
Tugas pembukuan adalah: 
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1) Menandatangani administrasi keuangan, menghitung bagi 
hasil serta menyusun laporan keuangan 
2) Melaksanakan  kegiatan  penerapan  kepada  peminjam  
serta  melakukan pembinaan agar pembiayaan tidak macet 
3) Menyusun laporan secara periodik.  
d. Marketing  : Ekowanti, S.E.I dan Heru Setyawan, S.E.I. 
Tugas marketing adalah: 
1) Menjalankan tugas lapangan yaitu menawarkan produk 
produk dari  KSPPS  BMT Walisongo Mijen Semarang 
2) Membuka daftar kunjungan kerja harian dalam sepekan 
mendatang dan pada akhir pekan berjalan 
3) Mengatur rute kunjungan ke anggota per harinya 
4) Membuat   laporan  harian  pemasaran  individual  untuk  
funding,  lending  dan konfirmasi kepada manajer 
5) Melakukan  pendataan  anggota  potensial,  baik  
perorangan  maupun  pimpinan jami’yyah pengajian yang 
akan dikunjungi 
6) Melakukan  pembinaan  hubungan  yang  baik  dengan  
anggota  melalui  bantuan konsultasi  bisnis,  diskusi  
manajemen  maupun  bimbingan  pengelolaan  keuangan 
sesuai blok sistem masing-masing moneter 
7) Melaporkan  kepada  manajer  tentang  kendala-kendala  
yang  dihadapi  dalam pengembangan usaha 
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4. Produk yang di Tawarkan BMT Walisongo 
a. Jenis Produk Simpanan (Tabungan) 
1. Simpanan Berjangka (SIJANGKA) 
Sijangka merupakan salah satu jenis produk 
simpanan yang ada di KSPPS  BMT  Walisongo  Mijen  
Semarang.  Produk  simpanan  ini didasarkan  pada  prinsip  
syari’ah  dengan  akad  wadi’ah  yadhamanah  dan 
mudharabah. Dengan  akad  wadi’ah  yadhamanah  berarti  
KSPPS  dapat memanfaatkan  tabungan  yang  dititipkan  
dan  bertanggung  jawab  atas tabungan tersebut, berupa 
tabungan giro. 
Sedangkan  dengan  akad  mudharabah  berarti  
KSPPS  BMT Walisongo  diperbolehkan  menyalurkan  
dana  kepada  masyarakat  yang membutuhkan  pembiayaan  
yakni  KSPPS  BMT  Walisongo  sebagai shahibul  maal  
menyediakan (100%)  modal,  sedangkan  pihak lainnya 
menjadi pengelola. Simpanan yang istimewa ini ditujukan 
kepada masyarakat (anggota) yang ingin menginvestasikan 
dananya jangka waktu yang relatif lama, berikut syarat dan 
ketentuannya antara lain:
71
 
1) Jangka waktu dan nisbah atau perhitungan bagi hasil: 
a. 1 bulan nisbah 80:20 
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b. 3 bulan nisbah 70:30 
c. 6 bulan nisbah 69:31 
d. 12 bulan nisbah 66:34 
2) Setoran awal minimum Rp. 1.000.000,-. 
3) Keuntungan: 
a. Tidak dibebani biaya admnistrasi  
b. Dapat  dipakai  sebagai  agunan  pembiayaan  di  
KSPPS  BMT Walisongo 
2. Bisa dilayani dengan antar jemput tabungan  Simpanan 
Sukarela ( SIRELA) 
Sama halnya dengan sijangka, sirela juga merupakan 
simpanan anggota yang berdasarkan akad  wadi’ah 
yadhamanah dan mudharabah. Berikut syarat dan 
ketentuannya antara lain:
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1) Penarikan maupun penyetoran dari produk Si Rela 
dapat dilakukan oleh pemegang rekening setiap saat 
atau sewaktu-waktu 
2) Setoran awal minimum Rp. 20.000,- 
3) Setoran selanjutnya minimum Rp. 5000,- 
4) Perhitungan bagi hasil dihitung pada saldo rata-rata 
harian dengan nisbah 90:10 
5) Keuntungan: 
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a. Tidak dibebani biaya adminitrasi 
b. Dapat diambil sewaktu-waktu 
c. Bisa  dilayani  dengan  antar  jemput  tabungan   
b. Jenis Produk Pembiayaan 
KSPPS BMT Walisongo Mijen Semarang memberikan 
pelayanan pembiayaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat 
(anggota), akad pembiayaan antara lain: 
1. Akad Mudharabah 
Yaitu akad bentuk kerja sama antara dua pihak atau 
lebih, dimana pemilik modal (shahibul maal)  
mempercayakan sejumlah modal  kepada  pengelola 
(mudharib) dengan suatu perjanjian keuntungan.  
Persyaratan  umum  untuk mengajukan pembiayaan adalah 
sebagai berikut:
73
 
a) Beragama Islam 
b) Memiliki usaha dan pekerjaan tetap 
c) Mengisi formulir pengajuan pembiayaan 
d) Fotocopy KTP suami istri 3 lembar 
e) Fotocopy KK 1 lembar  
f) Fotocopy  agunan:  Sertifikat  dan  SPPT  (1  bendel  
rangkap  2).  BPKB  dan STNK dan gesek nomor 
rangka dan mesin 
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g) Bersedia  disurvei 
2. Akad Murabahah 
Yaitu akad transaksi jual beli barang dengan 
menyatakan harga perolehan dan  keuntungan  (margin)  
yang  disepakati  oleh  penjual  dan  pembeli. 
Karateristiknya adalah penjual harus memberitahu harga 
produk yang ia beli dan menentukan  suatu  tingkat  
keuntungan  sebagai  tambahan.  Persyaratan  umum untuk 
mengajukan pembiayaan murabahah adalah:
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a) Beragama Islam 
b) Memiliki usaha dan pekerjaan tetap 
c) Mengisi formulir pengajuan pembiayaan 
d) Fotocopy KTP suami istri 3 lembar 
e) Fotocopy KK 1 lembar 
f) Fotocopy  agunan:   Sertifikat  dan  SPPT  (1  bendel  
rangkap  2).  BPKB  dan STNK dan gesek nomor 
rangka dan mesin 
g) Bersedia  disurvei 
3. Akad Ba’i Bitsaman ‘Ajil 
Yaitu akad pembiayan dengan konsep jual beli antara 
BMT dan anggota, di mana BMT mendapat keuntungan 
(margin) dari penjualan tersebut. Pengembalian pokok  dan  
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keuntungan  dilakukan  dengan  cicilan.    Persyaratan  
umum  untuk mengajukan pembiayaan adalah:
75
 
a) Beragama Islam 
b) Memiliki usaha dan pekerjaan tetap 
c) Mengisi formulir pengajuan pembiayaan 
d) Fotocopy KTP suami istri 3 lembar 
e) Fotocopy KK 1 lembar 
f) Fotocopy  agunan:  ·  Sertifikat  dan  SPPT  (1  bendel  
rangkap  2)·  BPKB  dan STNK dan gesek nomor 
rangka dan mesin 
h) Bersedia  disurvei   
Dari sekian produk yang ditawarkan BMT Walisongo, 
jumlah anggota dalam produk Simpanan Sukarela( Sirela) 
pada Tahun 2016 yaitu 2100 anggota, untuk jumlah 
anggota produk Simpanan Berjangka(Sijangka) pada tahun 
2016 yaitu  100. Sedangkan di bidang pembiayaan, untuk 
produk pembiayaan MDA jumlah anggota 0, untuk produk 
pembiayaan BBA jumlah anggota 184, dan produk 
pembiayaan Murabahah jumlah anggota 85. Jadi jumlah 
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anggota dari semua produk BMT Walisongo totalnya yaitu 
2469 anggota.
76
 
B. Praktek Rescheduling terhadap Anggota yang Bermasalah dalam 
Pembiayaan 
1. Pengajuan Pembiayaan 
Untuk  mengajukan pembiayaan dengan akad murabahah,  
KSPPS  BMT Walisongo Mijen Semarang mensyaratkan kepada 
anggota yang mengajukan pembiayaan  murabahah untuk 
melakukan beberapa hal sebagai berikut: 
1. Calon  anggota  pembiayaan  murabahah  datang  langsung  
mengisi  formulir pengajuan pembiayaan yang telah disediakan 
2. Melampirkan fotocopy KTP Suami istri/fotocopy orang tua bila 
masih lajang  
3. Melampirkan fotocopy Kartu Keluarga (KK)  
4. Melampirkan fotocopy Agunan (BPKB/sertifikat atas nama 
Hak milik dan SPPT PBB) 
5. Bersedia  untuk  disurvei  (brosur  pembiayaan  KSPPS  BMT  
Walisongo  dan wawancara  dengan  Drs  Nuryanto,  manajer  
KSPPS  BMT  Walisongo  Mijen Semarang pada Rabu, 10 
Januari 2018) 
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Dalam  pengajuan  pembiayaan  murabahah  di  KSPPS  BMT 
Walisongo  Mijen Semarang untuk penentuan realisasi pembiayaan 
lebih tergantung pada besar kecilnya agunan yang disertakan oleh 
anggota. Mekanisme pembiayaan  murabahah  di KSPPS BMT  
Walisongo  Mijen  Semarang,  tahap  awal  yang  dilakukan  adalah  
pengajuan permohonan  dengan  syarat  yang  telah  di  tentukan  
diatas  dan  negosiasi  antara  pihak anggota  dengan  pihak  
KSPPS  BMT  Walisongo  Mijen  Semarang.  Besar  kecilnya 
nominal pembiayaan murabahah yang akan di cairkan disesuaikan 
oleh besar-kecilnya nilai  agunan  yang  disertakan  oleh  anggota  
kepada  pihak  KSPPS  BMT  Walisongo Mijen Semarang. 
Dalam  menjalankan  usaha  pembiayaan  murabahah,  KSPPS  
BMT  Walisongo tetap berpedoman pada prinsip kehati-hatian 
yang ditandai adanya proses seleksi guna mengorganisir  
permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon debitur. Proses 
seleksi ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kelayakan terhadap 
pembiayaan yang diajukan oleh calon debitur.  Oleh  karena itu, 
KSPPS BMT Walisongo melakukan analisis 5C  terhadap 
pembiayaan murabahah yang diajukan kepadanya.  Analisis  5C 
tersebut  memuat  antara  lain :
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a. Character 
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Penilaian dari analisis character dalam hal ini adalah  
kesungguhsungguhan, tingkat kepatuhan, hubungan dengan  
BMT,  dan  motivasi  usaha. Penilaian ini dilakukan untuk 
mengetahui sifat watak dari calon debitur.  
b. Capacity  
Penilaian dari analisis capacity ini memuat antara lain aspek 
manajemen, aspek pemasaran, aspek produksi, aspek sosial 
ekonomi serta aspek keuangan. Bertujuan untuk mengetahui 
kemampuan  calon debitur dalam menjalankan usaha. 
c. Capital  
Aspek yang dinilai dari analisis capital yakni aspek 
permodalan yang memuat kondisi sumber dana untuk kegiatan 
usaha yang dikelola  oleh anggotadebitur. Oleh sebab itu, pihak 
KSPPS  BMT  Walisongo akan mengetahui sejauh mana 
kontribusi permodalan  milik pribadi atau keluarga dari calon 
debitur terhadap usaha yang akan dibiayai.  
d. Collacteral 
Penilaian pada aspek  collateral  ini bertujuan untuk 
mengetahui tingkat kelayakan  agunan  yang  ditawarkan  oleh  
calon  debitur.  Biasanya  jaminan  ini berupa  usaha  yang  
dibiayai,  sertifikat  tanah,  BPKB,  dan  tabungan  yang 
dimiliki oleh calon debitur di KSPPS BMT Wlisongo.  
e. Condition  
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Penilaian aspek condition ini bertujuan untuk mengetahui 
keadaan usaha dari calon debitur, kebijakan pemerintah, serta 
kondisi ekonomi regional/ global. Oleh sebab itu, KSPPS BMT 
Walisongo akan mengetahui apakah kondisi diatas berdampak 
baik, buruk, atau bahkan tidak berpengaruh terhadap usaha 
yang akan dibiayai. 
Data analisis 5C diatas, diperoleh KSPPS BMT Walisongo 
dengan  cara melakukan  kunjungan  langsung  dan wawancara 
kepada calon  debitur. Namun informasi yang diperoleh tidak 
mutlak selamanya diperoleh dari kunjungan. Tetapai informasi 
yang cepat, mudah, serta tidak membutuhkan biaya yang besar 
juga dilakukan dengan cara memanfaatkan informasi dari 
lingkungan sekitar anggota KSPPS BMT Walisongo yang 
sekiranya mampu dijadikan sumber terpercaya. 
Di BMT Walisongo Mijen Semarang, terdapat beberapa 
anggota  yang mengajukan pembiayaan murabahah. Akan tetapi 
tidak semua  pengajuan itu direalisasikan pembiayaanya oleh 
KSPPS BMT Walisongo. Hal itu dikarenakan proses penyeleksian 
secara selektif oleh tim survey BMT kepada calon debitur. Drs. 
Nuryanto menjelaskan bahwa proses analisa yang  dilakukan  ini  
sangat  penting  karena  untuk  mengetahui apakah calon anggota 
layak atau tidaknya untuk menerima modal dari  KSPPS  BMT 
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Walisongo  guna  menghindari  adanya pembiayaan bermasalah 
yang kemungkinan besar akan terjadi.
78
 
Penggerakan dalam akad murabahah di KSPPS BMT 
Walisongo Mijen Semarang yaitu calon debitur yang lolos dalam 
seleksi analisis 5C kemudian memperoleh pembiayaan dari KSPPS 
BMT Walisongo. Realisasi pembiayaan murabahah akan 
dilaksanakan setelah dilakukannya akad antara BMT dengan 
anggota.  
Pernyataan  kehendak/ijab qabul telah dituangkan secara 
tertulis  dalam penandatangan perjanjian form aplikasi akad 
murabahah, serta bersalaman langsung dengan menyatakan dengan 
lisan. Begitu juga dengan akad wakalah. Setelah penerapan  ijab 
qabul, pembiayaan  murabahah dicairkan kepada anggota yang 
mengajukan pembiayaan. Anggota mengangsur bagi hasil sesuai 
persentase yang telah  disepakati  oleh  kedua  belah  pihak  setiap  
bulan  berdasarkan  jangka  waktu  yang telah  ditentukan.  
Sedangkan  pengembalian  pokok  pembiayaan  diserahkan  pada  
bulan terakhir sesuai nominal yang dicairkan oleh KSPPS BMT 
Walisongo Mijen Semarang. 
2. Pelaksanaan Rescheduling  
Dalam melaksanakan pembiayaan murabahah tidak selalu 
berjalan dengan lancar. Ada kalanya terdapat pembiayaan 
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murabahah yang bermasalah. Berikut ini merupakan langkah-
langkah yang diambil dalam penanganan bila terjadi pembiayaan 
murabahah yang bermasalah di KSPPS BMT Walisongo:
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a. Memberikan surat  peringatan kepada anggota melalui surat 
peringatan yakni SP 1, SP 2 dan SP 3 
b. Jika  debitur  peringatan  diabaikan,  maka  pihak  KSPPS  
BMT  Walisongo  akan melakukan  panggilan  kepada  anggota  
yang  mengalami  pembiayaan  murabahah bermasalah guna 
membicarakan kelanjutan pembiayaan tersebut. 
c. Apabila  panggilan  KSPPS  BMT  Walisongo  terhadap  
debitur  tersebut  masih diabaikan, maka pihak BMT 
Walsiongo akan mengadakan kunjungan langsung ke rumah  
anggota  guna  mengetahui  penyebab  dan  mencari  solusi  
bagaimana  cara menyelesaikan pembiayaan  murabahah  
tersebut agar dapat  menemukan titik temu serta tidak ada pihak 
yang merasa dirugikan.  
Apabila  upaya  tersebut  tidak  dihiraukan  oleh  anggota  
untuk  menyelesaikan pembiayaannya  maka  pihak  KSPPS  
BMT  Walisongo  melakukan tindakan penyelamatan 
pembiayaan bermasalah dengan cara Penjadwalan Kembali 
(Rescheduling). 
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Rescheduling merupakan perubahan syarat pembiayaan 
menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktu termasuk 
masa tenggang, baik yang meliputi perubahan besarnya atau 
tidaknya angsuran. Alasan mengapa BMT melakukan 
rescheduling yaitu supaya anggota bisa mengembalikan modal 
pokok yang diberikan oleh BMT dan juga bagi hasilnya. 
Sedangkan tujuan dilakukannya rescheduling yaitu agar 
meringankan anggota dalam hal membayar.  
Anggota yang di rescheduling yaitu pada kasus pembiayaan 
yang diberikan kepada pak Veri yang mengalami pembiayaan 
bermasalah, sehingga anggota ini tidak bisa memenuhi 
kewajibannya dalam hal mengurangi pinjaman pokok maupun 
bagi hasil. Berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan, pak 
Veri dapat memenuhi kriteria dalam mendapatkan fasilitas 
pembiayaan. Pak Veri mengajukan pembiayaan untuk 
pembelian mesin penggilingan padi dengan menggunakan akad 
murabahah. Pak veri mengajukan pembiayaan senilai Rp. 
10.000.000.dengan angsuran tiap bulannya adalah angsuran 
pokok Rp. 416.667 bagi hasil Rp. 200.000. jadi jumlah 
angsuran yang harus dibayar pak Veri yaitu Rp. 616.667. 
setelah pembayaran yang mulanya dilakukan, kemudian 
anggota tersebut mengalami pembiayaan bermasalah pada 
angsuran ke-16 dalam jangka waktu angsuran 24 bulan, 
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sehingga tidak bisa menyelesaikan angsuran tersebut. Pak Veri 
hanya bisa mengembalikan pembiayaan sebesar Rp. 6.500.000 
dari biaya pokok Rp.10.000.000. akibatnya pinjaman yang 
semula seharusnya bisa terselesaikan menjadi tertunda. 
Hal itu terjadi karena usaha yang dijalankan pak Veri 
mengalami penurunan pelanggan dan usaha penggilingan padi 
tersebut menjadi sepi. Itu terjadi karena adanya persaingan 
usaha penggilingan padi yang yang lebih bagus dibandingkan 
usaha penggilingan padi milik pak Veri. Selain usaha 
penggilingan padi yang gagal dan tidak mampu membayar 
angsuran, karena kehidupan yang mewah untuk keluarganya. 
Dan barang yang dijadikan jaminan untuk mengajukan 
pembiayaan adalah sertifikat tanah.
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Setelah itu pihak BMT melakukan kunjungan langsung ke 
lapangan untuk pengawasan usaha yang dilakukan oleh pak 
Veri. Pihak BMT menawarkan kepada anggota untuk 
memberikan pembiayaan lagi guna untuk memajukan usahanya 
lagi, tetapi pak Veri tidak mau karena dia berfikir bahwa 
pembiayaan akan semakin bertambah dan ragu kalau usahanya 
tidak bisa bangkit dan takut nanti kalau angsuran yang harus 
dikembalikan semakin banyak dan tidak bisa mengembalikan 
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pembiayaannya. Jadi pak Veri berpendirian menunggu sampai 
usahanya menjadi seperti semula. 
Kemudian pihak BMT Walisongo menawarkan kepada 
anggotanya untuk penjadwalan kembali (resceduling), dan pak 
Veri pun menyetujuinya. Sehingga pihak BMT bisa melakukan 
penentuan waktu yang telah disepakati antara BMT dengan pak 
Veri. Kemudian dari perpanjangan waktu tersebut akhirnya pak 
Veri memiliki kemampuan untuk menyelesaikan 
pembiayaannya. Dengan jangka waktu angsuran menjadi 36 
bulan. Jumlah angsuran pokok yang harus dibayar pak Veri 
menjadi Rp. 97.223, danbagi hasil Rp. 70.000, jadiangsuran 
yang harus dibayar pak Veri adalah Rp.167.223 setelah di 
resceduling. 
Rescheduling juga dilakukan oleh pihak BMT kepada p. 
Yeni Agung. Kasusnya yaitu pak Yeni Agung pertama kali 
mengajukan pembiayaaaan menggunakan akad murabahah 
untuk pembelian motor. Pihak BMT kemudian memberikan 
pembiayaan tersebut dengan menggunakan jaminan BPKB. 
Untuk  pembelian motornya, dipasrahkan kepada Pak yeni 
Agung. 
Pembiayaan yang diberikan kepada pak Yeni senilai Rp. 
15.000.000. dengan bagi hasil 2%, dibayar angsuran secara 
musiman. Dimana pak Yeni harus mengangsur bagi hasilnya 
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selama 6 bulan, dan tiap bulan pak Yeni mengangsur bagi hasil 
senilai Rp. 300.000. dan dibulan terahir pak Yeni harus 
mengembalikan pokoknya ditambah bagi hasilnya senilai 
Rp.15.300.000. 
Tetapi pada saat jatuh tempo pak Yeni tidak bisa melunasi 
pokoknya sehingga terjadi pembiayaan macet, sampai pihak 
BMT memberikan surat peringatan. Karena pak Yeni masih 
belum bisa melunasi pokok hutangnya, pak Yeni mengabaikan 
surat peringatan dari pihak BMT. Kemudian pihak BMT 
mendatangi rumah pak Yeni untuk musyawarah mencari solusi 
dari masalah yang dialami pak Yeni, sehingga tidak mampu 
membayar. Kemudian pihak BMT menawarkan resceduling 
dan pak Yeni pun menyetujinya. Yaitu pak Yeni direscheduling 
dengan angsuran flat, yaitu dengan angsuran per bulan dengan 
jangka waktu 18 bulan. Pak yeni harus mengangsur pokoknya 
Rp. 830.000 ditambah bagi hasil Rp. 270.000. jadi angsuran 
yang harus dibayar pak Yeni tiap bulan adalah Rp. 1100.000. 
Anggota lain yang direscheduling yaitu pak Rohmadi. Pak 
Rohmadi mengajukan pembiayaan menggunakan akad 
murabahah untuk pembelian semen dan pasir guna merenovasi 
rumahnya. Pembiayaan yang diajukan pak Rohmadi yaitu 
Rp.7000.000. kemudian pihak BMT memberikan pembiayaan 
tersebut kepada pak Rohmadi dengan jaminan BPKB dengan 
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bagi hasil 2% dan jangka waktu 18 bulan. Angsuran yang harus 
dibayar pak Rohmadi yaitu angsuran pokok Rp. 388.889 
ditambah bagi hasil Rp. 140.000. jadi jumlah angsuran per 
bulan yang harus dibayar pak Rohmadi yaitu Rp. 528.889.  
Akan tetapi pak Rohmadi dalam mengangsur, tidak sesuai 
dengan apa yang telah disepakati dengan pihak BMT. Pak 
Rohmadi dalam mengangsur pokok dan bagi hasilnya itu 
semampunya, misalnya punya uang Rp. 200.000 ya diangsur 
Rp. 200.000. kalau nggak punya uang ya nggak angsur. Sampai 
jatuh tempo pak Rohmadi belum bisa melunasi hutangnya. Dan 
sisa hutang pak Rohmadi yaitu Rp. 5.000.000.  Pihak BMT pun 
mendatangi rumah pak Rohmadi untuk musyawarah dan 
mencari solusi bagaimanacara menyelesaikan sisa tagihan pak 
Rohmadi tersebut. Kemudian pihak BMT menawarkan kepada 
pak Rohmadi untu di rescheduling dan pak Rohmadi pun 
menyetujuinya dengan jangka waktu 18 bulan. Dengan 
angsuran pokok Rp. 277.778 ditambah bagi hasil Rp. 100.000. 
jadi jumlah angsuran yang harus dibayar pak Rohmadi yaitu 
Rp. 377.778. 
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BAB IV 
ANALISIS PELAKSANAAN RESCHEDULING PEMBIAYAAN 
BERMASALAH DI KSPPS BMT WALISONGO MIJEN SEMARANG 
A. Analisis Pelaksanaan Rescheduling pada Pembiayaan Bermasalah di 
KSPPS BMT Walisongo Semarang 
Di dalam penjelasan pasal 8 UU No. 10 tahun 1998 disebutkan 
bahwa, pembiayaan berdasarkan prinsip syari’ah yang diberikan oleh bank 
mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus 
memperhatikan asas-asas pembiayaan berdasarkan prinsip syari’ah yang 
sehat. Untuk mengurangi resiko tersebut, jaminan pemberian pembiayaan 
berdasarkan prinsip syari’ah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan 
kesanggupan anggota pembiayaan untuk melunasi kewajibannya sesuai 
dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus 
diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum 
memberikan pembiayaan, BMT harus melakukan penilaian yang saksama 
terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari  
debitur.
81
 
Pelaksanaan pembiayaaan dengan akad murabahah di BMT 
Walisongo terdapat hambatan-hambatan yang terjadi, yaitu pengembalian 
biaya yang terlambat. Hambatan atau gangguan yang terjadi, datang dari 
pihak anggota yang terlambat memenuhi angsuran atau tidak membayar 
hutangnya. Pihak BMT pun tidak dapat menghindari pembiayaan 
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bermasalah tersebut. Untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah, 
KSPPS BMT Walisongo melakukan seleksi 5C (character, capacity, 
capital, collateral, condition) terhadap anggota yang mau mengajukan 
pembiayaan. Meskipun sudah dilakukan seleksi 5C Resiko pembiayaan 
bermasalah yang dihadapi BMT masih bisa terjadi. Penyebab terjadinya 
pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT Walisongo yaitu adanya iktikad 
kurang baik dari anggota, dimana anggota kurang mempunyai kesadaran 
dalam melaksanakan kewajibannya terhadap BMT, yaitu mengembalikan 
biaya pokok yang telah dipinjam beserta dengan bagi hasilnya. Selain 
iktikad kurang baik dari anggota, biasanya ada anggota yang dalam 
melaksanakan usahanya mengalami pailit, sehingga anggota anggota yang 
mengalami usahanya pailit tidak mampu membayar angsuran kepada 
pihak BMT. 
Langkah-langkah yang diambil KSPPS BMT Walisongo untuk 
menangani pembiayaan murabahah yang bermasalah yaitu dengan cara 
memberikan surat peringatan SP1 yang isinya berapa tunggakan yang 
belum dibayar oleh anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah 
kemudian dikalkulasikan berapa jumlah tunggakan yang harus dibayar 
oleh anggota tersebut. Kemudian untuk yang surat SP 2 dan SP 3 isinya 
juga sama yaitu jumlah tunngakan yang harus dibayar oleh anggota 
pembiayaan bermasalah bedanya hanya kalau di SP 2 dan SP 3 itu jumlah 
tunggakan itu lebih dari 3 bulan. Karena biasanya anggota masih 
mengabaikan surat peringatan tersebut, pihak BMT melakukan kunjungan 
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langsung kerumah anggota untuk mengetahui penyebab dan solusi 
bagaiman cara menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Jika upaya tersebut 
tidak dihiraukan oleh anggota untuk menyelesaikan pembiayaanya, maka 
pihak BMT  melakukan tindakan penyelamatan pembiayaan bermasalah 
dengan cara menawarkan kepada anggota untuk melakukan penjadwalan 
kembali (rescheduling). Dan kemudian anggota yang mengalami 
pembiayaan bermasalah bersedia untuk melakukan rescheduling untuk 
menyelesaikan pembiayaan terhadap BMT. 
Dari pemaparan di atas, KSPPS BMT Walisongo dalam 
menyeleikan pembiayaan bermasalah dengan melakukan penjadwalan 
kembali (rescheduling). Rescheduling yaitu perubahan syarat pembiayaan 
yang hanya menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktu termasuk 
masa tenggang, baik yang meliputi perubahan besarnya atau tidaknya 
angsuran. Secara khusus Rescheduling bertujuan  agar anggota dapat 
menyusun dana langsung secara lebih pasti, memastikan pembayaran yang 
lebih tepat, dan meringankan anggota dalam hal membayar. Proses 
tersebut sesuai petunjuk dalam Al Qur’an surat Al Baqarah ayat 280: 
 َناَك ِْنإَو  َنوَُملَْعت ُْمتْنُك ِْنإ ْمَُكل ٌرْيَخ اُوق َّدََصت َْنأَو ٍةَرَسْيَم َىِلإ ٌةَرَِظَنف ٍةَرْسُع وُذ  
Artinya:  
“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah 
tangguh sampai Dia berkelapangan, Dan apabila kamu menyedekahkan 
(sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu 
mengetahui”.(QS.Al Baqarah:280). 
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Pelaksanaan rescheduling yang dilakukan BMT terhadap anggota yang 
mengalami masalah belum sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional 
No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan 
Murabahah. Bilamana di dalam fatwa pada poin pertama dijelaskan bahwa 
BMT boleh melakukan penjadwalan kembali dengan tidak menambah 
jumlah tagihan yang tersisa, akan tetapi pihak BMT dalam melakukan 
rescheduling secara tidak langsung ada kelebihan dalam pengembalian 
pembiayaan. 
 
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Rescheduling pada 
pembiayaan Bermasalahdi KJKS BMT Walisongo Semarang  
Sebagimana telah dijelaskan, bahwa dalam penyelesaian anggota yang 
tidak bisa melunasi atau menyelesaikan angsurannya dapat diberikan 
tindakan, salah satunya dengan cara melakukan rescheduling. Dijelaskan 
dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang 
penjadwalan kembali tagihan Murabahah. Ketentuan penyelesaiannya 
bahwa Lembaga Keuangan Syariah boleh  melakukan  penjadwalan  
kembali  (rescheduling) tagihan  murabahah  bagi  nasabah  yang  tidak  
bisa menyelesaikan/melunasi  pembiayaannya  sesuai  jumlah  dan waktu 
yang telah disepakati, dengan ketentuan sebagai berikut: 
Pertama, pihak BMT Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa. 
praktik resceduling BMT Walisongo dilakukan kepada Anggota yang 
dilakukan penjadwalan kembali yaitu pada kasus pembiayaan yang 
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diberikan kepada pak Veri yang mengalami pembiayaan bermasalah, 
sehingga anggota ini tidak bisa memenuhi kewajibannya dalam hal 
mengurangi pinjaman pokok maupun bagi hasil. Berdasarkan syarat-syarat 
yang telah ditetapkan, pak Veri dapat memenuhi kriteria dalam 
mendapatkan fasilitas pembiayaan. Pak Veri mengajukan pembiayaan 
untuk pembelian mesin penggilingan padi dengan menggunakan akad 
murabahah. Pak veri mengajukan pembiayaan senilai Rp. 
10.000.000.dengan angsuran tiap bulannya adalah angsuran pokok Rp. 
416.667 bagi hasil Rp. 200.000. jadi jumlah angsuran yang harus dibayar 
pak Veri yaitu Rp. 616.667. setelah pembayaran yang mulanya dilakukan, 
kemudian anggota tersebut mengalami pembiayaan bermasalah pada 
angsuran ke-16 dalam jangka waktu angsuran 24 bulan, sehingga tidak 
bisa menyelesaikan angsuran tersebut. Pak Veri hanya bisa 
mengembalikan pembiayaan sebesar Rp. 6.500.000 dari biaya pokok 
Rp.10.000.000. akibatnya pinjaman yang semula seharusnya bisa 
terselesaikan menjadi tertunda. 
Perhitungan angsuran pokok per bulan dan margin/keuntungan 
sebelum rescheduling yaitu sebagai berikut: 
Rp. 10.000.000  = Rp. 416.667 
 24 
Rp. 10.000.000 X 2% = Rp. 200.000 
Jadi jumlah biaya pokok ditambah margin/keuntungan yang 
seharusnya dibayarkan pak veri jika tidak mengalami pembiayaan 
bermasalah   jumlahnya yaitu Rp. 14.800.000. karena pak veri 
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mengalami pembiayaan bermasalah pada angsuran ke 16 pak veri 
hanya mampu membayar Rp. 6.500.000. dan bagi hasil Rp. 3.200.000 
totalnya jadi Rp. 9.700.000. kemudian dilakukan penjawalan kembali 
dengan Jangka waktu yang diberikan kepada pak veri 36 bulan. 
Angsuran dan margin/keuntungan yang harus diangsur pak veri setelah 
rescheduling yaitu:  
Rp. 3.500.000 = Rp. 97.223 
 36 
Rp. 3.500.000 X 2% = Rp. 70.000 
Jadi jumlah pembiayaan yang harus dibayar pak veri setelah 
resceduling yaitu Rp. 97.223 + Rp. 70.000 x 36 = Rp. 6.020.000. 
jumlah pembiayaan yang dibayar pak veri pada pada saat bermasalah 
pada angsuran ke 16 ditambah dengan pembiayaan setelah 
rescheduling yaitu Rp. 9.700.000 + Rp. 6.020.000 = Rp. 15.720.000.  
Dari penjelasan di atas secara tidak langsung dari pelaksanaan 
praktik resceduling yang dilakukan pihak KSPPS BMT Walisongo 
tersebut tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa, akan tetapi 
secara tidak langsung ada kelebihan pembayaran keuntungan setelah 
resheduling. Dimana jika pak veri tidak mengalami pembiayaan 
bermasalah, jumlah pembiayaan yang harus dikembalikan pak veri 
adalah Rp. 14.800.000. dan setelah resceduling total pembiayaan yang 
telah dibayarkan pak veri menjadi Rp. 15.720.000. kelebihan 
pembiayaannya yaitu Rp. 920.000. 
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Kedua, Pembebanan  biaya  dalam  proses  penjadwalan  kembali 
adalah biaya riil. Biaya riil disini adalah sisa tagihan yang harus 
dibayarkan anggota tanpa bagi hasil, karena bagi hasil sudah diangsur 
di awal. Dan biaya administrasi juga termasuk biaya riil. Dalam  
praktiknya BMT walisongo, Rescheduling juga dilakukan oleh pihak 
BMT kepada p. Yeni Agung. Kasusnya yaitu pak Yeni Agung pertama 
kali mengajukan pembiayaaaan menggunakan akad murabahah untuk 
pembelian motor. Pihak BMT kemudian memberikan pembiayaan 
tersebut dengan menggunakan jaminan BPKB. Untuk  pembelian 
motornya, dipasrahkan kepada Pak yeni Agung. 
Pembiayaan yang diberikan kepada pak Yeni senilai Rp. 
15.000.000. dengan margin/keuntungan 2%, dibayar angsuran secara 
musiman. Dimana pak Yeni harus mengangsur bagi hasilnya selama 6 
bulan, dan tiap bulan pak Yeni mengangsur margin/keuntungan senilai 
Rp. 300.000. dan dibulan terahir pak Yeni harus mengembalikan 
pokoknya ditambah margin/keuntungan senilai Rp.15.300.000. 
Perhitungannya sebagai berikut: 
Rp. 15.000.000 X 2% = Rp. 300.000 
Jadi jumlah pembiayaan ditambah margin/keuntungan yang harus 
dikembalikan pak Yeni adalah Rp. 16.800.000. Karena pada saat jatuh 
tempo Pk Yeni tidak mapu melunasi pokok dan marginnya maka pak 
Yeni dijadwalkan kembali oleh pihak BMT dengan perpanjangan 
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jangka waktu 18 bulan. Angsuran yang harus dibayar pak yeni per 
bulannya yaitu: 
Rp. 15.000.000 = Rp. 833.334 dibulatkan menjadi Rp. 830.000 dan  
 18 
Bagi hasil yang mulanya Rp. 300.000 diperkecil menjadi Rp. 
270.000. jumlah angsuran yang harus di bayar pak Yeni per bulan 
adalah Rp. 1.100.000. dan jika Rp. 1.100.000 dikalikan dengan jangka 
waktunya 18 bulan maka total pembiayaan yang dibayarkan pak yeni 
adalah Rp. 19. 800.000. 
Dari penjelasan di atas angsuran yang harus dibayar pak yeni 
adalah sisa tagihan pokok yang tidak bisa dibayar, tapi dalam 
pelaksanaan recheduling ini margin masih diikutkan meskipun 
jumlahnya sudah diperkecil. dimana jika pak yeni tidak mengalami 
pembiayaan bermasalah, jumlah pembiayaan yang harus dikembalikan 
pak yeni adalah Rp. 16.800.000. dan setelah rescheduling total 
pembiayaan yang telah dibayarkan pak yeni menjadi Rp. 19.800.000. 
Anggota lain yang di rescheduling yaitu pak Rohmadi. Pak 
Rohmadi mengajukan pembiayaan menggunakan akad murabahah 
untuk pembelian semen dan pasir guna merenovasi rumahnya. 
Pembiayaan yang diajukan pak Rohmadi yaitu Rp.7000.000. kemudian 
pihak BMT memberikan pembiayaan tersebut kepada pak Rohmadi 
dengan jaminan BPKB dengan margin 2% dan jangka waktu 18 bulan. 
Angsuran yang harus dibayar pak Rohmadi yaitu angsuran pokok Rp. 
388.889 ditambah margin/keuntungan Rp. 140.000. jadi jumlah 
74 
 
 
angsuran per bulan yang harus dibayar pak Rohmadi yaitu Rp. 
528.889. perhitungannya yaitu sebagai berikut: 
Rp. 7.000.000 = Rp. 388.889 
 18 
Bagi hasil Rp. 7.000.000 X 2% = Rp. 140.000. karena pak 
Rohmadi dalam mengangsur pembiayaan tidak sesuai perhitungan di 
atas dan pada saat jatuh tempo pak Rohmadi belum mampu melunasi 
jumlah utangnya, Pak Rohmadi masih mempunyai sisa tagihan senilai 
Rp. 5.000.000. dan kemudian dijadwalkan kembali dengan jangka 
waktu 18 bulan. Dengan perhitungan setelah rescheduling yaitu: 
Rp. 5.000.000 = Rp. 277.778 
 18 
Dan bagi hasilnya Rp. 5.000.000 X 2% = Rp. 100.000. jadi 
angsuran yang harus dibayarkan pak Rohmadi per bulannya adalah Rp. 
377.778. dan jika dikalikan dengan jangka waktu 18 bulan menjadi 
Rp.6.800.000. 
Dari pemaparan di atas jumlah tagihan yang harus dibayar pak 
Rohmadi jika tidak mengalami pembiayaan bermasalah yaitu biaya 
pokok ditambah margin jumlahnya adalah Rp.9.520.000. dan tagihan 
yang harus dibayar Pak Rohmadi setelah rescheduling adalah Rp. 
6.800.000. total pembiayaan yang diangsur pak rohmadi sebelum 
rescheduling adalah Rp. 2000.000 ditambah setelah rescheduling Rp. 
6.800.000 jumlahnya menjadi Rp. 8.800.000. Rescheduling yang 
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diberikan kepada pak Rohmadi tidak ada kelebihan, tetapi jumlah 
keuntungannya malah berkurang.  
Ketiga, Perpanjangan  masa  pembayaran  harus  berdasarkan 
kesepakatan kedua belah pihak. Perpanjangan masa pembayaran ini 
dilakukan dengan cara pihak BMT melakukan kunjungan langsung 
kerumah anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah. Kemudian 
pihak BMT meberi solusi agar tagihan yang tersisa itu dijadwal ulang 
dengan perpanjangan jangka waktu pembayaran. Anggota pun 
menyetujuinya, maka dalam pelaksanaan rescheduling di BMT 
Walisongo sudah melalui kesepakatan antara anggota dan pihak BMT. 
Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika 
terjadi perselisihan diantara pihak-pihak terkait, maka penyelesaian 
dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) 
setelah tercapai kesepakatan melalui musyawarah. 
Dari pelaksanaan rescheduling di atas, menjelaskan bahwa 
rescheduling sangat membantu dalam menyelesaikan pembiayaan 
bermasalah. Mekanisme rescheduling dapat dilakukan dengan cara 
memperpanjang jangka waktu pengembalian dan memperkecil jumlah 
angsuran pembiayaan dengan menggunakan akad murabahah.  
Dari penjelasan di atas, pelaksanaan rescheduling di BMT 
Walisongo Semarang tidak sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah 
Nasional MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali 
tagihan Murabahah poin satu dan kedua. Dimana pada penjelasan poin 
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satu secara tidak langsung ada kelebihan pembiayaa, dan pada poin 
dua biaya riil disini adalah hanya tagihan yang tersisa saja tanpa 
dengan bagi hasilnya.  
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan  
Setelah melakukan penelitian tentang “pelaksanaan resceduling 
pembiayaan bermasalah di BMT Walisongo Mijen Semarang relevansinya 
dengan Fatwa NO. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali 
tagihan murabahah”, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa: 
1. Penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan KSPPS BMT 
Walisongo Mijen Semarang dilakukan dengan cara melakukan 
penyelamatan pembiayaan melalui penjadwalan kembali 
(rescheduling). Pelaksanaan rescheduling di BMT Walisongo, pihak 
BMT memberikan jangka waktu kepada anggota yang tidak mampu 
menyelesaikan kewajibannya. Akan tetapi pelaksanaan rescheduling 
ini secara tidak langsung ada kelebihan ada kelebihan dari jumlah sisa 
tagihan pokok. 
2. Pelaksanaan Rescheduling di BMT Walisongo membantu anggota 
dalam menyelesaikan pembiayaannya yang bermasalah. Dan 
pelaksanaan rescheduling di BMT Walisongo belum sesuai dengan 
Fatwa NO. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali 
tagihan murabahah. Karena pada poin satu dalam fatwa bahwa BMT 
tidak boleh menambah jumlah tagihan yang tersisa, tapi setelah di 
rescheduling secara tidak langsung ada tambahan jumlah sisa tagihan 
pokok. 
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B. Saran 
1. Pihak KSPPS BMT Walisongo hendaknya melakukan analisis yang 
lebih mendalam mengenai keadaan anggota sebelum melakukan 
transaksi pembiayaan. Sehingga mengurangi terjadinya pembiayaan 
bermasalah yang dilakukan oleh anggota. Seharusnya anggota, 
memiliki sifat yang jujur dan bertanggung jawab terhadap 
kewajibannya kepada pihak BMT. 
2. Penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui resceduling ini 
mempermudah bagi kedua belah pihak yaitu pihak BMT dan Anggota. 
Kepada pihak BMT agar dalam melakukan rescheduling tidak 
menambah jumlah tagihan yang tersiasa dan selalu menyesuaikan pada 
Fatwa NO.48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan 
murabahah. 
 
C. Penutup 
Puji syukur Alhamdulilah kehadirat Allah SWT. Sholawat serta salam 
senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. 
Syukur Alhamdulilah  dengan kasih sayang-Nya, akhirnya penulisan 
skripsi ini dapat terselesaikan. Dengan berbagai rintangan, kesusahan dan 
segala macam yang penulis hadapi,  semoga skripsi ini bermanfaat bagi 
penulis dan pembaca. 
Penulis sadar akan adanya kesalahan dan kekurangan dalam penyusunan 
skripsi ini dan masih terlampau jauh dari kesempurnaan, namun penulis 
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sudah berusaha semaksimal mungkin dalam menyelesaikan skripsi ini. 
Untuk itu kritik dan saran yang sangat penulis harapkan demi perbaikan 
selanjutnya. Dan penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak 
yang telah membantu dan memberikan motivasi serta materi dalam 
penyelesaian skripsi ini. 
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